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Wahyuni  (2020): Pengaruh Upah dan Perilaku Pengelolaan Keuangan 
terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Buruh Harian 
Lepas pada PT.Putra Petapahan Bersaudara Kecamatan 
Tapung Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Upah dan Perilaku 
Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Buruh Harian 
Lepas dan bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem upah dan 
perilaku keuangan buruh harian lepas tersebut.. Penelitian ini dilakukan di 
PT.Putra Petapahan Bersaudara Kecamatan Tapung. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Untuk teknik 
pengambilan sampel secara simple random sampling digunakan pada populasi 
seluruh buruh harian lepas PT. Putra Petapahan Bersaudara. Dengan 
menggunakan rumus Slovin ditentukan sampel sebanyak 61 buruh harian lepas. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan metode 
wawancara dan angket (kuesioner). Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara simultan upah dan 
perilaku pengelolaan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 
tingkat kesejahteraan ekonomi buruh harian lepas PT. Putra Petapahan Bersaudara  
yang menunjukkan hasil F Hitung sebesar 10,612 lebih besar dari F tabel sebesar 
4,00 . Secara individual (parsial) diperoleh nilai t hitung antara upah  dengan 
kesejahteraan karyawan sebesar 4,327 dan t tabel sebesar 1,671. Karena t hitung > 
t tabel yaitu 4,327 > 1,671 atau nilai sig.t (0.000) < α = 0.05 yang berarti H0 
ditolak dan Ha diterima sehingga tingkat kesejahteraan ekonomi buruh harian 
lepas  secara signifikan dipengaruhi oleh upah. Selanjutnya nilai t hitung antara 
perilaku pengelolaan keuangan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi  buruh 
harian lepas sebesar 2,057 dan t tabel sebesar 1,671. Karena t hitung > t tabel 
maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi buruh harian lepas 
dipengaruhi secara signifikan oleh perilaku pengelolaan keuangan. Selanjutnya 
tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah pekerja dan perilaku 
pengelolaan keuangan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat buruh 
harian lepas di PT. Putra Petapahan Bersaudara secara umum sesuai dengan 
ekonomi Islam, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki dan lebih dioptimalkan di 
antaranya bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan mempersiapkan 
tabungan untuk masa depan. 
 
 
Kata Kunci: Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Buruh Harian Lepas, Upah, 






Wahyuni (2020): Effect of Wages and Financial Management Behavior on 
the Level of Daily Labor Economic Welfare in PT.Putra 
Petapahan Bersaudara Tapung Subdistrict According to 
Sharia Economy. 
 
This study aims to determine the Effect of Wages and Financial 
Management Behavior on the Economic Welfare Level of Freelance Workers and 
how the Sharia Economy review of the wage system and financial behavior of 
casual daily laborers. This research was conducted at PT.Putra Petapahan 
Bersaudara Tapung District. 
The research method used is a quantitative method. For simple random 
sampling technique used in the population of all casual daily laborers PT. Putra 
Petapahan  Bersaudara. Using the Slovin formula, a sample of 61 casual daily 
laborers is determinebdd. Data collection techniques used by the author is the 
interview method and questionnaire (questionnaire). While the data analysis 
technique used in this study is analysis multiple linear regression. 
Based on the results of research conducted simultaneously wages and 
financial management behaviors together have a positive effect on the level of 
economic welfare of casual daily laborers PT. Putra Petapahan Bersaudara who 
showed an F count of 10.612 was greater than the F table of 4.00. Individually 
(partial), the value of t arithmetic between wages and employee welfare is 4.327 
and t table is 1.671. Because t arithmetic> t table is 4,327> 1,671 or sig.t value 
(0,000) <α = 0.05 which means H0 is rejected and Ha is accepted so that the level 
of economic welfare of casual daily laborers is significantly influenced by wages. 
Furthermore, the t value between the behavior of financial management with the 
level of economic welfare of casual daily laborers is 2.057 and t table is 1.671. 
Because t arithmetic > t table it can be concluded that the level of economic 
welfare of casual daily laborers is significantly influenced by the behavior of 
financial management. Furthermore, a review of the Islamic economy on the 
system of providing workers' wages and financial management behavior towards 
the level of economic welfare of the casual daily worker community at PT. Putra 
Petapahan Bersaudara in general is in accordance with Islamic economics, but 
there are still things that need to be improved and more optimized including how 
to manage finances well and prepare savings for the future. 
 





ل امستوى الرفاهية االقتصادية للعمإدارة المالية في وأجور  (: تأثير سلوك0202يوني )حوا
وحدة تافونق في ب  PT. Putra Petapahan Bersaudara في اليومي
 منظور االقتصاد اإلسالمي  
مستوى الرفاهية االقتصادية إدارة املالية يف  أجورو  سلوك ا البحث ملعرفة تأثريهدف هذي
اليومي. لعمال تلك ال ةنظام األجور وسلوك املالياإلسالمي يف  االقتصادينظر وكيف  ل اليومياللعم
  بوحدة تافونق.   PT. Putra Petapahan Bersaudaraقامت الباحثة بالبحث يف
 العينة العشوائيةألخذ العينة، استخدمت تقنية  طريقة البحث املستخدمة هي طريقة كمية.
. PT. Putra Petapahan Bersaudaraيف جمتمع البحث وهو مجيع العمال اليومي يف  البسيطة
. جلمع البيانات، استخدمت طريقة عامل يومي 16عينة من المت حتديد سلوفني، باستخدام رمز 
 تقنية حتليل االحندار اخلطي املتعدد.املقابلة واالستبيان. ولتحليل البيانات، استخدمت 
إجيابية  تؤثرأهنا متواقتا بحث الذى مت إقمته عن أجور وسلوك إدارة املالية بناء على نتيجة ال
وتدل نتيجة  PT. Putra Petapahan Bersaudaraيف مستوى الرفاهية االقتصادية للعمال اليومي يف 
Fأكرب من  61،161 حسابFقيمةتوجد بشكل جزئ،  .0،11 جدول tبني األجور ورفاهية  حساب
 > 0،312وهي  جدولt > حسابt. ألن 6،126جدول مبدى tو 0،312العمال مبدى 
مما يعين أن الفرضية املبدئية مردودة والفرضية  t (1.111 )<α  =1،10أو قيمة سيج. 6،6126
مث  .باألجور يف شكل كبري يتأثراليومي حبيث أن مستوى الرفاهية االقتصادية للعمال البديلة مقبولة 
اليومي مبدى  سلوك اإلدارة املالية مع مستوى الرفاهية االقتصادية للعمالحساب بني tقيمة 
يمكن استنتاج أن مستوى الرفاهية ف جدولt > حسابt . ألن6،126مبدى  جدولtو 1،102
يف شكل كبري. مث نظرة لالقتصاد اإلسالمي  يتأثر بسلوك اإلدارة املاليةاليومي االقتصادية للعمال 
 عمال اليوميللمستوى الرفاهية االقتصادية  يف لعمال وسلوك اإلدارة املاليةلجور األحول نظام توفري 
ولكن ال تزال هناك  .القتصاد اإلسالمييوافق بابشكل عام  PT. Putra Petapahan Bersaudaraيف 
ذلك كيفية إدارة األموال بشكل جيد وإعداد املدخرات حتسني مبا يف إصالح أشياء حتتاج إىل 
 للمستقبل.






A. Latar Belakang Masalah  
Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk melakukan 
aktivitas ekonomi yang memiliki sifat produktif, baik aktivitas dalam bentuk 
pekerjaan dibidang pertanian, perdagangan atau dalam bidang lainnya. Hal 
tersebut merupakan keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama dan 
tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan harta.
1
 
Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa 
bekerja merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan 
dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 UUD 1945 yang menyatatakan: tiap-tiap 
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. Dalam amandemen UUD 1945 yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan juga disebutkan dalam pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
2
 Hal 
tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga 
negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh 
karena itu, perlu perencanaan yang matang dibidang ketenagakerjaan untuk 
mewujudkan kewajiban negara tersebut. 
Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 267:
3
 
                                                             
1
 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Moral dan Perekonomian Islam, (Jakarta: Rabbani Press, 
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                          
                       
                
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al Baqarah: 2 : 267) 
 
 
Setiap individu memerlukan pekerjaan yang mampu menghasilkan 
manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam cara 
yang 
dilakukan manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerja adalah 




Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam 
hubungan 
kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang 
berbeda. Pekerja/Buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna 
memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya. Secara psikologis 
upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi Pekerja/Buruh. Di lain pihak, 
Pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Pemerintah 
melihat 
                                                             
4
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. 
3 
 
upah, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang 
layak bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya, meningkatkan produktivitas 
Pekerja/Buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan melihat 
berbagai 
kepentingan yang berbeda tersebut, pemahaman sistem pengupahan serta 
pengaturannya sangat diperlukan untuk memperoleh kesatuan pengertian dan 
penafsiran terutama antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
5
 
Kondisi ekonomi masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai buruh 
dari masa ke masa cenderung turun. Pendapatan buruh yang diperoleh dari 
bekerja sepanjang hari belum dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. 
Barangkali upah yang diterima buruh masih jauh dari standar kehidupan hidup 
minimum pada umumnya. 
Semua organisasi paling tidak memperhatikan upah untuk karyawan 
pada semua level organisasi yang biasa dilakukan setiap tahun. Kenaikan upah 
minimal disesuaikan dengan biaya hidup. Kenaikan upah biasanya memiliki 
proporsi sedikit dari upah karyawan, tetapi mereka memiliki nilai yang cukup 
besar karena tidak hanya dibayar sekali waktu. Mereka akan memberikan 
tunjangan hidup yang biasanya berlangsung selama beberapa tahun karena 
jarang terjadi pengurangan upah karyawan.
6
 
Problematika ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang masa tidak 
pernah selesai dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, 
perselisihan hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan 
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4 
 
ketenagakerjaan. Hal ini lebih diakibatkan kelemahan pemerintah secara 
sistematik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Ketenagakerjaan, 
bahkan cenderung ada penyimpangan, hal lain yakni masalah koordinasi dan 
kinerja antar lembaga pemerintah belum optimal dan masih sangat 
memprihatinkan. 
Pemerintah selaku penyelenggara Negara bertanggungjawab terhadap 
penerimaan upah buruh yang layak bagi kehidupan serta kesinambungan 
usaha para pelaku dalam proses produksi. Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah menetapkan suatu kebijakan pemerintah berupa penetapan upah 
minimum. 
Menurut Undang – undang kesejahteraan buruh dan pekerja adalah 
suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan 
rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung 
atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan 
kerja yang aman dan sehat.
7
 
Maka penting sekali pemilik industri ini memperhatikan kondisi 
pegawainya. Termasuk dalam kesejahteraannya agar produktivitasnya terus 
meningkat. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan, 
yaitu UU nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 30-31 mengenai upah dan 
kesejahteraan buruh, yang berisi Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima 
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha 
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ataupemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kesejahteraan 
pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang 
bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan 
kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi 
produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
8
 
Peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya yang 
mendorong kemajuan dunia usaha serta produktivitas kerja, ketentuan 
mengenai pengaturan penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, 
pelindungan pengupahan, penetapan Upah minimum, dan pengenaan denda 
dalam Peraturan Pemerintah diarahkan pada sistem pengupahan secara 
menyeluruh. Peraturan Pemerintah ini pada hakekatnya mengatur pengupahan 
secara menyeluruh yang mampu menjamin kelangsungan hidup secara layak 
bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya sesuai dengan perkembangan dan 
kemampuan dunia usaha.9 Sedangkan dalam penggunaan sehari-hari upah 
diartikan dengan bayaran yang diberikan majikan kepada para pekerja mereka 
dan dibayarkan berdasarkan jam, hari atau minggu dan terkadang berdasarkan 
bulan. Mereka terdiri dari pekerjapekerja yang menggunakan tenaga serta 
melakukan berbagai jenis pekerjaan yang lebih mudah. Upah secara ekonomi 
seperti yang didefinisikan di atas mencakup semua pekerja, baik yang 
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mengunakan fisik ataupun mental sehingga uang yang diterima disebut upah. 
Akan tetapi perlu difahami makna istilah ”mata pencarian .”
9
  
Dari definisi dan penjelasan di atas, maka ada dua sifat pokok upah; 
pertama, kemampuan kerja pekerja yang akan dibayar didasarkan pada 
keinginan majikan selama jangka waktu tertentu. Kedua, adanya perjanjian di 
mana jumlah bayaran yang diterima pekerja diterangkan dengan jelas dalam 
perjanjian itu.10 
Dalam penetapan upah minimum ini masih terjadi perbedaan-
perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis 
pekerjaan di masing-masing perusahaan yang kondisinya berbeda-beda, 
masing-masing wilayah daerah yang tidak sama. Oleh karena itu, upah 
minimum ditetapkan berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan 
sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Kebijakan ini selangkah 
lebih maju dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan subsektoral,sektoral, 
subregional, dan regional. 
Upah Minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan 
oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada 
pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan 
kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah 
Minimum Provinsi. Secara umum upah mempunyai kedudukan strategis, baik 
bagi pekerja keluarganya dan perusahaan maupun bagi kepentingan nasional. 
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Pengupahan karyawan atau pekerja tersebut merupakan bentuk 
pemberian kompensasi berupa gaji yang diberikan oleh majikan kepada 
karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama 
dari bentuk – bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan.
10
 Bagi pekerja, 
upah diperlukan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya serta sebagai 
motivasi untuk peningkatan produktivitas. Bagi perusahaan, upah merupakan 
salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi laba 
yang dihasilkan. Maka perusahaan berusaha untuk menekan upah tersebut 
sampai pada tingkat yang paling minimum sehingga laba perusahaan dapat 
ditingkatkan. Sedangkan bagi pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan 
pendapatan dan peningkatran kesejahteraan. 
Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan upah para 
pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Namun beberapa 
kajian telah menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum tidak hanya 
berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, 
tetapi juga berdampak pada seluruh distribusi upah. Oleh sebab itu, kebijakan 
upah minimum pada akhirnya akan berdampak pada harga, iklim usaha dan 
penyerapan tenaga kerja. 
Kenaikan upah minimum bagi pekerja akan memperbaiki daya beli 
mereka yang akhirnya mendorong kegairahan dan dapat meningkatkan 
produktivitas kerja. Tapi, bagi pengusaha yang menganggap upah merupakan 
biaya, kenaikan ini menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah 
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yang harus mereka berikan kepada pekerja dengan tingkat upah yang 
ditetapkan pemerintah.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan telah ditetapkan upah minimum berdasarkan 
kebutuhan hidup layak, dengan memperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi meliputi:  
1. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;  




Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah 
provinsi, dan oleh bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota, 
denganmemperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi atau 
kabupaten/kota. 
Dalam hal ini pengusaha dilarang membayar upah pekerja/buruh lebih 
rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan untuk masing-masing 
wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Bagi pengusaha yang karena sesuatu 
hal tidak atau belum mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan 
dapat dilakukan penangguhan selama batas jangka waktu tertentu. 
Upah minimum ditetapkan atas kesepakatan pengusaha dan 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh, tidak boleh lebih rendah dari 
ketentuan pengupahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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Upah dalam Islam juga yang menyangkut dengan sistem ekonomi 
Islam berdasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bertitik kepada Allah SWT dan 
berorientasi pada kehidupan akhirat. Hal yang membedakan sistem ekonomi 
Islam dengan sistem ekonomi yang lainnnya yakni antara ekonomi dan akhlak 
tidak terpisah sama sekali seperti halnya antara ilmu dan akhlak, politik, dan 
akhlak, perang dan akhlak. Akhlak adalah urat nadi dan daging kehidupan 
Islami. 
Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk dalam 
ranah ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang menurut bahasa ialah al-
‘iwadl yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.
12
 Dalam 
pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian 
upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan 
terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada 
pelarangan dari syari’at Islam. Pemberian upah tersebut sebagai imbalan jasa 
atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut 
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini 
diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan batasan 
minimal upah agar tidak semena-mena dalam memberikan upah disesuaikan 
dengan tingkat pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga terbentuk suatu 
keadilan dalam pemberian upah pekerja ini. 
Selain itu Islam juga memberikan pedoman pada manusia dalam 
bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, juga 
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harus ditentukan besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh untuk 
mencukupi kebutuhan hidup. Namun Islam membolehkan seseorang untuk 
mengontrak tenaga kerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut. 
Sistem pengupahan dalam Islam sistemnya bertitik tolak pada Allah 
SWT dan berorientasi pada kehidupan akhirat. Inilah perbedaan yang mendasar 
antara sistem pengupahan dalam Islam dan sistem ekonomi konvensional. 
Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam akan 
ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara. Agar dapat 
menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup Negara perlu menetapkan 
terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan 
perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun 
tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus 
ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat 
harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan 
berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervarisi.
13
 
Terlihat tidak jarang telah dijumpai di perusahaan yang memiliki 
karyawan kontrak memperlakukan pekerjanya dengan semena-mena, seperti 
upah yang diberikan hanya 80% dengan alasan banyaknya potongan-potongan, 
tidak diberinya Tunjangan Hari Raya, tidak adanya upah lembur pada hari-hari 
tertentu, tidak mendapat keselamatan kerja. Padahal didalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari 
Raya 
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Keagamaan. Pasal 6 ayat 2 menyebutkan jika pekerja dalam hubungan kerja 
untuk waktu tertentu berhak mendapat tunjangan Hari Raya. 14 Upah lembur 
untuk pekerja kontrak bisa disesuaikan dengan standar upah lembur nasional. 
Perusahaan dilarang memberikan upah lembur jauh dari standar yang 
ditetapkan. 
Tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga 
kerja diaturpada pasal 12 UU no. 1 tahun 1970. Masalah yang sering muncul 
dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan 
hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam 
lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak.
14
 
Di Kecamatan Tapung terdapat hampir 25 Desa yang didalamnya 
banyak yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL). Salah satu 
perusaahaan di Kecamatan Tapung yang memperkerjakan Buruh Harian Lepas 
adalah PT. Putra Petapahan Bersaudara yang beralamat di jalan Bangkinang 
Petapahan. PT. Putra Petapahan adalah Perusahaan yang bergerak dalam 
bidang perdagangan barang dan jasa seperti pembenihan tanaman hias, 
rehabilitasi tanah, rebisasi, jasa pembuatan atau desain taman, jasa perawatan 
dan pemeliharaan taman.  PT. Putra Petapahan Bersaudara di Kab. Kampar 
Kec. Petapahan memiliki pekerja/ buruh yang sudah cukup banyak. Pihak 
Perusahaan menginginkan Perusahaan menjadi Perusahaan yang selalu 
mendapatkan hasil atau keuntungan yang baik. 
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Sampai pada tahun 2020 ini jumlah Buruh Harian Lepas PT. Putra 
Petapahan Bersaudara sebanyak 155 orang. Sementara itu untuk upah atau gaji 
yang diberikan untuk pekerja yang sudah lama bekerja di PT. Putra Petapahan 
Bersaudara diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 2.315.000 sampai dengan 
3.500.000 atau (per hari minimum Rp. 100.000).
15
 Upah yang wajib diterima 
pekerja adalah berapa hari kerja yang sudah dilakukan oleh pekerja. Upah yang 
diberikan kepada pekerja tersebut juka ditambah dengan tunjangan tetap dan 
tunjangan tidak tetap, maka upah yang para pekerja sudah sesuai dari UMK 
yang ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten kampar yaitu sebesar Rp. 
2.719.000 pada tahun 2019.
16
 Selain itu para pekerja juga mendapatkan 
tunjangan hari raya bagi pekerja yang sudah mempunyai masa kerja selama 3 
bulan. Namun, sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 belum ada kenaikan upah 
sedangkan setiap tahunnya ada penambahan pekerja. Selain upah para pekerja 
juga mendapatkan jaminan sosial dan kesejahteran pekerja berupa jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan 
pemeliharaan kesehatan. 
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Data Upah Desember 2019- Januari 2020 PT. Putra Petapahan 
Bersaudara 
 
Pekerja Desember 2019 Januari 2020 
1      2,675,000       2,725,000  
2      2,125,000       2,040,000  
3      2,530,000       2,190,000  
4      2,465,000       1,545,000  
5      2,456,000       2,476,000  
6      2,140,000         2,840,000  
7      2,260,000       1,089,000  
8      1,380,000       2,324,000  
9      2,200,000       2,140,000  
10      2,080,000       1,140,000  
11         330,000        1,160,000  
12      2,200,000       2,485,000  
13      2,456,000       1,476,000  
14         660,000          1,729,000  
15         965,000       2,424,000  
16      1,362,000       2,562,000  
17      2,489,000       1,417,000  
18      2,172,000       2,493,000  
19      2,429,000       2,417,000  
20      2,330,000       2,120,000  
21      2,520,000       2,610,000  
22       2,260,000         2, 210,000  
23      2,380,000          2,770,000  
24      1,330,000       2,330,000  
25      1,450,000       2,610,000  
26      1,730,000       2,610,000  
27       1,420,000                    -    
28        1,840,000       2,320,000  
29        1,330,000                    -    
30        2,770,000       2,050,000  
31        2,260,000         2, 140,000  
32      1,050,000       1,610,000  
33         840,000       1,050,000  
34         2,700,000          2,980,000  
35         1,840,000          2,560,000  
36         1,750,000          2,560,000  
37         2, 810,000          2,660,000  
38         1,990,000          1,630,000  
39         600,000          1,810,000  
40         1,750,000          1,810,000  
14 
 
Pekerja Desember 2019 Januari 2020 
41         2, 870,000          2,750,000  
42         2,930,000          2,810,000  
43         2,870,000          1,780,000  
44         1, 930,000          1,420,000  
45         2,360,000          1,600,000  
46         2,660,000          1,600,000  
47         2,930,000          2,390,000  
48        2,675,000          2,270,000  
49      2,125,000            2,260,000  
50      1,530,000          2,760,000  
     Sumber: PT Putra Petapahan Bersaudara 
Menurut keterangan dari salah satu pekerja yang ada di PT. Putra 
Petapahan Bersaudara, Beliau mengatakan bahwa sejak Januari Tahun 2019 
telah ada penambahan upah berupa insentif sebesar Rp. 300.000,00 pada setiap 
bulannya.
17
 Hal tersebut menyebabkan peneliti tertarik untuk mengangkat 
masalah ini. Dengan adanya insentif tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan pekerja yang ada di PT. Putra Petapahan Bersaudara, Petapahan.  
Konsep upah dan pekerja berbanding lurus, apabila upah yang 
diberikan kepada pekerja naik, maka ini akan menjanjikan untuk para pekerja 
bertahan di PT Putra Petapahan Bersaudara. Sehingga menjadi salah satu upaya 
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   Y (Jumlah Pekerja) 
 4      moderat  
 3 
 2 
        1      X (Upah) 
 0               1            2            3                4 
Dalam Konsepnya bahwa Seseorang dikatakan sejahtera bila dapat 
memenuhi kebutuhan agamanya (dien), jiwanya (nafs), akal (aql), keturunan 
(nasl) dan harta (maal) Tetapi Realita yang penulis temukan dilapangan yaitu 
adanya perbedaan antara teori dengan realita di lapangan, pada kenyataannya 
upah Buruh Harian Lepas (BHL) di Kecamtan Tapung kabupaten Kampar yang 
sudah sesuai dengan UMK Kabupaten. Tetapi justru yang terjadi dilapangan 
masih banyak masyarakat yang kekurangan, seperti tempat tingga masih 
minimal, anak-anak mereka tidak bersekolah.  Mereka mengatakan gaji atau 
upah yang diterima masih hanya cukup makan saja.
18
 
Faktor lain yang menyebabkan kesejahteraan Buruh Harian Lepas 
belum dapat dirasakan adalah dikarena pola prilaku manajemen atau 
pengelolaan upah yang diterima setiap bulannya. Pengelolaan keuangan 
tersebut meliputi adanya Tabungan, pengeluaran setiap bulannya, hutang, dan 
investasi yang dilakukan. Jika manajemen pengelolaan pekerja ini dilakukan 
dengan baik gaji yang diterima akan cukup untuk meningkatkan kesejahteraan 
para pekerja. Namun jika pengelolaan keuangan yang salah, maka sebesar 
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apapun upah yang diterima tidakkan akan mengantarkan para pekerja dari kata 
kesejahteraan.  
Dari Observasi yang dilakukan kepada salah satu Pekerja PT. Putra 
Petapahan Bersaudara mereka sudah menerapkan prinsip manajemen keuangan 
ini dengan baik. Salah satu nya mereka sudah mencoba menabung atau 
menyisihkan upah yang diterimanya untuk sebagai tabungan apabila ada 
kebutuhan mendesak dikemudian hari nantinya. Dan salah satu pekerja 
mengatakan pengeluaran pun sudah disesuaikan dengan kondisi keluarga dan 
juga menyisihkan upah untuk pembayaran cicilan motor, sehingga dengan 
manajemen tabungan dan pengeluaran yang dilakukan pekerja tersebut, 
beberapa orang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga 




Dari pemaparan di atas dapat terlihat permasalahan yang jelas ada 
ketidaksesuaian antara teori dan realita di lapangan. Yang mana upah yang 
diberikan kepada karyawan itu sudah sesuai dengan standar UMK Kabupaten 
Kampar namun masih terdapat mayoritas pekerja belum sejahtera dalam hal 
pendidikan, tempat tinggal, pendapatan. 
Berdasarkan Penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas 
tentang pengaruh upah dan perilaku pengelolaan keuangan terhadap 
tingkat kesejahteraan ekonomi Buruh Harian Lepas pada PT.Putra 
Petapahan Bersaudara Kecamatan Tapung ditinjau menurut ekonomi 
syariah. 
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B. Defenisi Istilah 
Berkaitan dengan Upah Pekerja Dari Upah Minimum Kabupaten 
(UMK) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Buruh Harian Lepas 
(BHL) Di Kecamatan Tapung diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini 
untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu 
diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai 
berikut: 
1. Upah Pekerja.  
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk 
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
20
 Sedangkan Pekerja adalah 
faktor produksi berupa tenaga kerja dan kegiatan manusia yang ikut dalam 
proses produksi atas dasar upah, orang yang dapat memenuhi 
kebutuhannya karena memilki kemampuan bekerja.
21
 Sehingga upah 
pekerja yakni hak seseorang yang diterima dari pemberi kerja sebagai 
bentuk imbalan setelah memenuhi kewajibannya. 
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2. Perilaku Manajemen Keuangan 
Perilaku manajemen keuangan adalah ilmu yang menjelaskan 
mengenai perilaku seseorang dalam mengatur keuangan mereka dari sudut 
pandang psikologi dan kebiasaan individu tersebut 
3. Ekonomi Islam 
Ekonomi Islam menurut Abdul Mannan yaitu ilmu pengetahuan 
sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami 
oleh nilai-nilai Islam.22Sedangkan menurut Muhammad Umer Chappra 
Ekonomi Islam adalah sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya 
realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang 
terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa 
memberikan kebebasan individu (leissez faire) atau tanpa perilaku makro 
ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.23 
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka perlu 
ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab 
segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana pengaruh upah pekerja terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi 
Buruh Harian Lepas di PT. Putra Petapahan Bersaudara. 
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2. Bagaimana pengaruh perilaku engelolaan keuangan terhadap tingkat 
kesejateraan ekonomi Buruh Harian Lepas di PT. Putra Petapahan 
Bersaudara. 
3. Bagaimana pengaruh upah pekerja dan perilaku pengelolaan keuangan 
terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi Buruh Harian Lepas di PT. Putra 
Petapahan Bersaudara. 
4. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang sistem pemberian upah pekerja 
dan perilaku pengelolaan keuangan terhadap tingkat kesejahteraan 
ekonomi masyarakat Buruh Harian Lepas di PT. Putra Petapahan 
Bersaudara. 
 
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berkenaan dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki 
tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu:  
a. Untuk mengetahui pengaruh Upah Pekerja Terhadap tingkat 
kesejahteraan  ekonomi Buruh Harian Lepas (BHL) di PT. Putra 
Petapahan Bersaudara. 
b. Untuk mengetahui pengaruh Perilaku pengelolaan keuangan Buruh 
Harian Lepas terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi Buruh Harian 
Lepas (BHL) di PT. Putra Petapahan Bersaudara. 
c. Untuk mengetahui pengaruh upah Pekerja dan Perilaku pengelolaan 
keuangan Buruh Harian Lepas terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi 
Buruh Harian Lepas (BHL) di PT. Putra Petapahan Bersaudara. 
20 
 
d. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentang sistem pemberian 
upah Pekerja dan perilaku pengelolaan keuangan buruh terhadap 
tingkat kesejahteraan ekonomi Buruh Harian Lepas (BHL) di PT. 
Putra Petapahan Bersaudara.  
2. Manfaat Penelitian  
Berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan dan tujuan dari 
penulisan tesis ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
a. Manfaat Secara Teoritis 
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wacana keilmuan bagi seluruh masyarakat tentang penetapan upah 
yang berlaku di wilayah masing-masing, sehingga dapat dijadikan 
sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada 
bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian 
ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 
mengembangkan serta mengoptimalkan sistem pengupahan khususnya 
di Indonesia. 
b. Manfaat Secara Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dari 
sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang 
penetapan upah pekerja yang efektif dan produktif, yang kemudian 
dapat meningkatkan kelayakan hidup para pekerja, tidak hanya itu saja 
dengan ini dapat memberikan keadilan dalam pemberian upah agar 
21 
 
tidak terjadi diskriminasi yang sering terjadi antara pengusaha dan 
pekerja yang masih sering terjadi di Indonesia yang menyebabkan 
ketidakpuasan salah satu pihak.  
c. Bagi Penulis 
Untuk Memperkaya khazanah keilmuan, pengalaman, dan 
wawasan di bidang pendidikan maupun ekonomi syariah dan Untuk 









A. Sistem Pengupahan 
1. Pengertian Sistem Pengupahan 
Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani 
(sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang 
dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau 
energi,” Pengertian sistem yang paling umum adalah sekumpulan benda 
yang memiliki hubungan diantara mereka.”
24
 
Berikut ini merupakan pengertian sistem menurut para ahli:
25
 
a. L. James Havery, sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk 
merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan 
maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai 
suatu tujuan yang telah ditentukan. 
b. John Mc Manama, sistem adalah sebuah struktur konseptual yang 
tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja 
sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang 
diinginkan secara efektif dan efisien. 
c. C.W. Chrcman, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang 
dikoorganisasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. 
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d. J.C Hinnggins, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling 
beruhubungan. 
e. Edgar F H use dan James L. bowdict, sistem adalah suatu seri atau 
rangakaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung 
sedemikian rupa sehingga interaksi dan saling pengaruh dari bagian 
akan mempengaruhi keseluruhan.‟‟ 
Mengacu pada beberapa definisi sistem di atas, dapat juga 
diartikan, sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling 
berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama 
untuk mencapai suatu tujuan. 
Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama 
Pekerja melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. 
Nurimansyah Haribuan mengatakan upah adalah segala macam bentuk 
penghasilan (carning), yang diterima buruh atau pegawai (tenaga kerja) 
baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu 
kegiatan ekonomi. Kalau kita berpegang pada pengertian Nurimansyah di 
atas, jelas kedalam pengertian upah ini akan termasuk tunjangan jaminan 
sosial yang diterima oleh buruh. Namun dalam kaitannya dengan 
pembahasan kali ini kedalam pengertian upah hanya akan dimasukkan 
pembayaran yang diterima buruh selama Pekerja melakukan pekerjaan 
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Sedangkan menurut istilah upah adalah pembayaran yang diperoleh 
dari berbagai bentuk jasa yang disediakan dan yang diberikan oleh 
pengusaha kepada tenaga kerjanya.
27
 Didalam teori ekonomi, upah 
diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang 
disediakan kepada tenaga kerja oleh pengusaha. Dengan demikian dalam 
teori ekonomi tidak dibedakan antara pegawai tetap dan pembayaran atas 
pekerja kasar yang tidak tetap. Sehingga didalam teori ekonomi kedua 
jenis pendapatan pekerja tersebut disamakan dengan Nama upah.
28
 
Menurut pandangan para pakar ekonomi, pengertian upah adalah: 
a. Menurut Hasibuan, upah merupakan pengeluaran dan biaya bagi 
perusahaan-perusahaan dan mengharapkan upah yang dibayarkan 
memperoleh imbalan prestasi kerja dari tenaga kerja, sehingga nilai 
prestasi tenaga kerja harus lebih besar dari upah yang dibayarkan 




b. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, upah merupakan sesuatu yang 
dipentingkan sebagai suatu yang sebanding dalam kepegawaian, hadia 
yang bersifat uang merupakan upah yang diberikan kepada pegawai 
sebagai penghargaan dari pelayanannya.
30
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c. Menurut Gary Dessler, Upah tenaga kerja adalah setiap bentuk 
pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja yang 
timbul dari pekerjaan tenaga kerja itu sendiri.
31
 
d. Upah menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional adalah suatu 
penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan kelangsungan 
kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan 
menurut suatu persetujuan undang – undang dan peraturan dan 




e. Upah menurut Veithzal Rivai. Upah didefinisikan sebagai balas jasa 
yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa – jasanya 
dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial 
langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, 




Menurut Undang – undang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 
mengatakan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 
pemberi kerja kepada pekerja/upah yang ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-




 Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono, Istilah – istilah Bank dan Lembaga Keuangan 
Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 77. 
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undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 
suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.
34
 
Disamping itu, pengertian upah adalah berbeda-beda bagi majikan, 
bagi organisasi buruh dan bagi buruhnya sendiri. Menurut G. Reynold 
sebagaimana  dikutip Asikin (2002), Bagi majikan upah itu adalah biaya 
produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya 
tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi perhatiannya untuk 
dirundingkan dengan majikan agar dinaikkan. Bagi buruh adalah jumlah 
uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi jumlah 
barang kebutuhan hidup yang Pekerja dapat beli dari upah itu.  
Dari pengertian upah bagi majikan sebagaimana dikemukakan oleh 
G. Reynold di atas tentunya akan mempengaruhi besar kecilnya upah yang 
itu. Ada teori-teori yang perlu diperhatikan, yaitu teori yang akan 
dipergunakan sebagai dasar untuk menetetapkan upah. Teori-teori tersebut 
adalah: 
a. Teori Upah Normal, Oleh David Ricardo. 
Menurut Teori ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada 
biaya-biaya yang diperlukan untuk mengongkosi segala keperluan 
hidup buruh atau tenaga kerja. Teori ini menegaskan kepada buruh, 
bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah 
sewajarnya demikian, karena memang demikian saja kemampuannya 
majikan. 
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b. Teori Undang-Undang upah besi, oleh Lassale. 
Menurut Teori ini upah normal di atas hanya memenangkan 
majikan saja, sebab kalau majikan saja, sebab kalau teori itu yang 
dianut mudah saja majikan itu akan mengatakan cuma itu 
kemampuannya tanpa berfiikir bagaimana susahnya buruh itu. Oleh 
karena itu menurut teori ini, buruh harus berusaha menentangnya 
(menentang teori upah normal itu) agar ia dapat mencapai 
kesejahteraan hidup. 
c. Teori Dana Upah, oleh Stuart Mill Senior. 
Menurut teori dana upah buruh tidak perlu menetang seperti 
yang disarankan oleh teori Undang-undang upah  besi, karena upah 
yang diterimanya itu sebetulnya adalah berdasarkan kepada besar 
kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana ini 
jumlahnya besar maka akan  pula upah yang diterima buruh, 
sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah upah yang diterima 
buruh pun akan berkurang pula. Menurut  teori ini yang akan 
dipersoalkan sebetulnya bukanlah berapa besar  upah yang diterima 
buruh, melainkan sampai seberapa jauhnya upah tersebut mampu 
mencukupi segala  keperluan hidup buruh beserta keluarganya. Karena 
menurut teori ini dianjurkan, bahwa khusus untuk menunjang 
keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana 
khusus oleh majikan atau negara yang disebut dana anak-anak.
35
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Menurut ekonomi konvensional, ada yang membedakan 
pembayaran tenaga kerja pada dua pengertian, yakni gaji dan upah. Istilah 
gaji biasa digunakan pada instansi pemerintah dan istilah upah biasa 
digunakan perusahaan – perusahaan swasta.
36
 Akan tetapi, pada 
kenyataannya perusahaan swasta pun masih menggunakan istilah gaji 
dalam pemberian jasa kepada karyawannya.  
Gaji umumnya dianggap lebih tinggi dari pada pembayaran kepada 
pekerja upahan, walaupun pada kenyataannya sering tidak demikian. 
Sedangkan upah dalam teori ekonomi konvensional adalah suatu 
penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja 
termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.
37
 
Dengan demikian yang membedakan upah dan gaji dilihat dari sisi jenis 
pekerjaan dan teknis pembayarannya.  
2. Jenis-jenis Upah 
Tentang jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan 
Hukum Perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut: 
a. Upah Nominal  
Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang 
yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai 
imbalan pengarahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja. 
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b. Upah Nyata 
Yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah yang benar-
benar harus diterima oleh seseorang buruh yang berhak. Upah nyata ini 
ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung 
dari:  
1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima 
2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. 
c. Upah Hidup 
Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk 
membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya 
kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan 
keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain. 
d. Upah Wajar (Fair Wages) 
Upah wajar maksudnya adalah yang secara relatif dinilai cukup 
wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya 
pada perusahaan. Upah wajar ini sangat berfariasi dan selalu berubah-
ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor-
faktor yang mempengaruhi, yaitu: 
1) Kondisi Negara pada umumnya.  
2) Nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berada. 
3) Peraturan perpajakan.  
4) Standar hidup para buruh itu sendiri. 
5) Undang-undang mengenai upah khususnya. 




Dari keenam jenis upah tersebut di atas yang diharapkan oleh 
buruh kita (saat-saat sekarang ini) adalah upah wajar, bukan upah hidup. 
Untuk itu untuk mengharapkan upah hidup untuk saat sekarang ini belum 




Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah 
adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh buruh. Upah 
dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk 
yang dihasilkan oleh buruh. Upah bisa dalam bentuk uang sebagai imbalan 
dari pemberi kerja atau pengusaha yang ditetapkan berdasarkan perjanjian 
kerja, kesepakatan atau peraturan dari pemerintah termasuk tunjangan bagi 
buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. 
3. Penentuan Tarif  Upah 
Menurut Ibnu Taimiyah konsep upah dan harga merupakan dua 
konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa. 
Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak 
berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap 
digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah 
tas’ir fial-a’mal, yang secara literal bermakana pematokan nilai harga atas 
suatu jasa pekerjaan. 
Pada dasarnya dalam kondisi normal, tarif upah atau jasa pekerjaan 
dapat dinegoisasikan oleh kedua belah pihak penjual jasa dan pembeli jasa. 
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Dengan kata lain, jasa pekerjaan merupakan salah sebuah komoditi yang 
diperdagangkan, karenanya tarif upah tunduk mengikuti hukum 
permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi. 
Akan tetapi, dalam situasi ketimpangan ekonomi, Ibnu Taimiyah 
berpendapat bahwa pemerintah mungkin saja menerapkan tarif upah yang 
sepadan (ujrah al-mitsl) terhadap setiap kegiatan transaksi perdagangan 
jasa. Ia menulis, 
“Pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak di bidang 
produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani 
(produsen pangan), penjahit (produsen sandang), dan tukang 
bangunan (produsen papan) untuk menjual jasa mereka dengan 
menerima sejumlah upah yang sepadan (ujrah al-mitsl). Dengan 
demikian, pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang 
akan diterima penjual jasa. Begitupun, penjual jasa tidak dapat 





Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ujrah mitsl di tentukan oleh 
jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada 
saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan barang. Dengan begitu, jika 
negara ingin menetapkan tarif upah atau ada dua belah pihak yang 
melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menyebutkan jumlah 
upah yang disepakati, maka mereka harus sepakat menentukan tarif upah 
yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat 
jenis jasa pekerjaan tersebut. 
Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga 
kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, 
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dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi 
bisnis. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap 
perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat 
diselesaikan secara adil. 
Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan 
hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan 
ekonomi, upah minimum dapat terdiri atas:
40
 
a. Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk 
seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. Sedangkan upah minimum 
sektoral provinsi adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral 
diseluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. 
b. Upah minimum kabupaten atau kota adalah upah minimum yang 
berlaku untuk didaerah kabupaten atau kota adalah upah minimum 
yang berlaku untuk didaerah kebupaten atau kota. Sedangkan upah 
minimum sektoral kebupaten atau kota adalah upah minimum yang 
berlaku secara sektoral didaerah kabupaten atau kota. 




a. Tingkat gaji yang lazim.  
Tingkat upah bisa sangat tergantung pada ketersediaan (supply) 
tenaga kerja dipasar tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. 
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b. Serikat buruh. 
 Serikat buruh bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam 
suatu perusahaan yang dapat memaksa perusahaan untuk memberikan 
upah atau gaji yang lebih besar dibandingkan upah atau gaji yang lebih 
besar dibandingkan dengan hasil evaluasi jabatan (evaluasi jabatan 
adalah cara yang menghasilkan rangking atau klasifikasi jabatan dan 
dapat ditentukan gaji yang layak sesuai dengan kelasnya).  
c. Pemerintah. 
 Pemerintah dapat menentukan tariff upah minimum, jam kerja 
standard an tunjangan yang harus dipatuhi oleh pengusaha, dimana 
bisa terjadi upah minimum para pekerja melebihi yang telah ditentukan 
oleh evaluasi jabatan.  
d. Kebijakan dan strategi penggajian.  
Kebijakan penggajian yang dipakai perusahaan seperti: 
mengusahakan gaji di atas harga pasar dalam upaya menghadapi 
persaingan. 
e. Faktor internasional.  
Jabatan yang sama di Negara berbeda akan terdapat perbedaan 
tingkat gaji atau untuk merangsang seseorang agar bersedia 
ditempatkan disuatu Negara yang mungkin tidak diminati. 
f. Nilai yang sebanding dan pembayaran yang sama. 
 Dalam satu pekerjaan, misalnya ahli mesin didominasi laki-
laki dan hanya ada sedikit wanita, kaum laki-laki digaji lebih besar dan 




g. Biaya dan produktivitas.  
Tenaga kerja merupakan salah satu komponen biaya yang 
sangat berpengaruh terhadap harga pokok barang. Tingginya harga 
pokok dapat menurunkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Tidak 
mampunya perusahaan dalam mencapai tingkat keuntungan tertentu 
akan mengakibatkan kemampuan perusahaan membayar pegawai. 
4. Sistem Pembayaran Upah 
Secara etimologi, kata sistem berasal dari bahasa yunani yaitu 
“Systemo”. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan “System” 
yang mempunyai satu pengertian yaitu himpunan komponen atau bagian 
yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan 
yang tidak terpisahkan. Sistem pembayaran menurut Undang – undang 
No. 23 tahun 1999 pasal 1 angka 6: “Sistem yang mencakup seperangkat 
aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan 




Pembayaran adalah aktivitas pemindahan dana guna memnuhi 
suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran 
yaitu perpindahan hak pemilikan atas sejumlah uang atau dari pembayaran 
kepada penerimanya baik langsung maupun tidak langsung meupun 
melalui media jasa – jasa perbankan.
43
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Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak 
kerja. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai 
imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah dapat diberikan dalam 
bentuk tunai.
44
 Sistem pemberian upah ini maksudnya adalah bagaimana 
cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada buruhnya, sistem ini 
di dalam teori dan praktek terkenal ada beberapa macam, yaitu:
45
 
a. Sistem Upah Jangka Waktu  
Sistem upah jangka waktu ini adalah sistem pemberian upah 
menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau 
bulanan. 
b. Sistem Upah Potongan (Prestasi) 
Sistem ini tujuannya adalah untuk mangganti sistem upah 
jangka waktu jika hasil pekerjaanya tidak memuaskan. Sistem upah ini 
hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaanya dapat dinilai menurut 
ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan 
sebagainya. 
Manfaat pengupahan dengan sistem ini adalah:
46
 
1) Buruh mendapat dorongan untuk bekerja giat. 
2) Produktivitas semakin tinggi. 
3) Alat-alat produksi akan dipergunakan secara intensif. 
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1) Buruh selalu bekerja secara berlebih-lebihan. 
2) Buruh kurang menjaga kesehatan dan keselamatannya. 
3) Kadang-kadang kurang teliti dalam bekerja karena untuk mengajar 
jumlah potongan. 
4) Upah tidak tetap, tergantung jumlah potongan yang dihasilkan. 
Untuk menampung keburukan dari sistem upah potongan maka 
diciptakan sistem upah gabungan antara upah minimum dari 
pekerjaannya sendiri. 
c. Sistem Upah Pemufakatan 
Sistem upah pemufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem 
pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada 
kelompok tertentu, yang selanjutnya nanti kelompok ini akan 
membagi-bagikan kepada para anggota. 
d. Sistem Upah Berubah 
Dengan sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan 
dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik 
jumlah upah pun akan naik sebaliknya jika harga turun maka upah pun 
akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah. 
e. Sistem Upah Indeks. 
Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup.  
Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik 
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turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai 
nyata dari upah. 
f. Sistem Pembagian Keuntungan  
Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus 
apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun. 
g. Sistem Upah Borongan  
Adalah balas jasa yang di bayar untuk suatu pekerjaan yang 
diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada 
suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk 
seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang ditentukan 
kemudian di bagi-bagi antara pelaksanaan. 
h. Sistem Upah Premi  
Cara ini merupakan kombinasi dari upah potongan. Upah dasar 
untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila 
semua karya mencapai prestasi yang lebih baik dari itu, ia diberi 
“Premi”. Premi dapat diberikan misalnya untuk penghematan waktu, 
penghematan bahan, kulitas produk yang baik, dan sebagainya. 
Dalam perusahaan modern patokan untuk berprestasi minimal 
ditentukan secara ilmiah berdasarkan Time And Motian Study. 
i. Sistem Upah Bagi Hasil  
Bagi hasil merupakan cara yang biasa di gunakan dalam bidang 
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Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Mannan, bahwa 
upah dapat dipandang dari dua segi, yaitu moneter dan yang bukan 
moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama jangka 
waktu yang ditentukan, katakanlah sebulan, seminggu atau sehari, 
mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Sesungguhnya upah dari 
seorang pekerja tergantung pada beberapa faktor. Seperti jumlah upah 
berupa uang, daya beli uang dan seterusnya, dapat dikatakan terdiri dari 
jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya. Diterima oleh seorang pekerja 
karena pekerjaannya. “Pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau 




5. Syarat Upah yang Adil 
a. Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja, dewasa 
ini telah di kembangkan berbagi evaluasi jabatan. 
b. Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk hidup layak 
dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada suatu ukuran umum, 
tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok si 
pekerja dan keluarganya, terutama dalam inflasi kala harga-harga naik. 
c. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan 
memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah pun 
sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah 
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cukup tinggi padahal upah yang di bayar itu rendah berarti melanggar 




B. Sistem Upah menurut Islam (Ijarah) 
1. Pengertian Ijarah 
Menurut pernyataan Prof. Benham : Upah dapat didefinisikan 
dengan sejumlah uang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan 
kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.
51
 
Upah berasal dari kata “Al-ajru” yang berarti “Al-Iwadhu” (ganti), 
upah atau imbalan. Upah merupakan salah satu unsur  ijarah. Selain tiga 
unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (Aqid), barang yang menjadi 
obyek akad (Ma’qud a’laih), dan manfaat. Upah adalah imbalan yang 
diterima seseorang atas pekerjaannya. Ihsan dalam kepustakaan Islam 
berarti “membaikkan, membaguskan, berbuat baik, berbuat kebajikan”. 
Penghayatan akan hadirnya Allah SWT dalam hidup melalui penghayatan 
terhadap diri sendiri, seakan akan diri merasa berada di hadirat Allah. 
Beberapa ulama yaitu Syafi‟I, Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak 
berselisih dalam definisi Ijarah, yaitu transaksi terhadap suatu manfaat 
dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam 
kontrak Ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak 
tenaganya (Ajir) oleh oranng yang mengontrak tenaga (Musta’jir). Ijarah 
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merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan 
kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa upah (Al-ujrah).
52
 
Upah dalam Islam ditentukan melalui negoisasi antara pekerja dan 
majikan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, yang bertujuan untuk 
menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan kepada produksi. 
Prinsip mendasar penetapan upah besaran upah menurut syari‟ah adalah 
kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan yang adil dan 
layak. Adapun perintah adil termasuk dalam penggajian atau pengupahan 
dapat dilihat dalam Surat An-Nahl: 90  
                     
                      
Artinya : “Sesunggunnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 
melarang dari perbuatan keji, kemungkinan dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 




Dalam Islam upah dapat digolongkan menjadi 2 bagian: 
a. Upah yang telah disebutkan (Ajrun Musamma). 
Yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya 
adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan 
(diterima) oleh kedua belah pihak. 
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b. Upah sepadan (Ajrun Mitsli) 
Yaitu upah sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan 
kondisi pekerjannya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai 
kompensasi dalam suatu transaksi yang pada umumnya.
54
  
Dalam sistem pemberian upah Islami diharuskan bagi 
perusahaan/pengusaha melakukannya sesuai dengan syariat Islam.Pada 
pemberian upah, baik pengusaha maupun pekerja harus adil.Berdasarkan 
prinsip keadilan, upah dalam masyarakat melalui negosiasi antara pekerja 
dan pengusaha, sehingga kepentingan kedua belah pihak dipertimbangkan 
secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara untuk 
mempertimbangkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga 
kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun juga tidak terlalu tinggi 
sehingga pengusaha kehilangan bagian dari hasil kerjasama itu.Tingkatan 
upah minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali, untuk 
melakukan penyesuaian berdasarkan tingkat harga dan biaya hidup.
55
 
a. Tingkat Upah minimum 
Pekerja dalam hubungannya dengan pengusaha berada dalam 
posisi yang sangat lemah. Oleh karena itu untuk melindungi 
kepentingannya dan pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum 
yang dapat mencakup kebutuhan pokoknya termasuk pembagian 
kebutuhan pokok dapat dilihat pada Surat At Thaha ayat 118 – 119). 
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                           
Artinya :  Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan 
tidak akan telanjang. dan sesungguhnya kamu tidak akan 
merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari 
di dalamnya". 
b. Tingkat upah tertinggi 
Islam memang tidak memberikan upah berada dibawah tingkat 
upah minimum, tetapi Islam juga tidak mengijinkan kenaikan upah 
melebihi tingkat tertentu di atas sumbangsihnya dalam produksi. 
Gambaran mengenai bayaran tertinggi dapat dilihat pada Surat An 
Najm ayat 39: 
  َّٰ ِه إَِّلَّ َما َصَع وَضَٰ َش نِۡۡلِ ٕۡ أَن نَّ َ٩٣ 
Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 
apa yang telah diusahakannya, 
c. Tingkat upah rill 
Islam menyediakan usaha pengamanan untuk melindungi hak 
majikan dan pekerja.Jatuhnya upah dibawah tingkat upah atau naiknya 
upah di atas batas upah tertinggi seharusnya tidak terjadi. Upah akan 
berubah dengan sendirinya berdasarkan hukum persediaan dan 
permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh standar hidup pekerja 
dan keefektifan organisasi pekerja dan sikap serta kepercayaan 
pengusaha terhadap balasan Allah.
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2. Rukun Ijarah 
Menurut Ulama‟ Hanafiah, rukun ijarah adalah ijab dan qobul 
antara lain:dengan menggunakan kalimat Al-ijarah, Al-isti’jar,Al-ikhtira’, 
dan Al-ikra. Adapun menurut Jumhur Ulama‟, rukun ijarah ada (4) empat, 
yaitu: 
a. Aqid (orang yang berakad). 
b. Sighat akad. 
c. Ujrah (Upah). 
d. Manfaat.57 
3. Dasar Hukum Pengupahan 
Dalam Al-Qur‟an disebutkan dalam Surat At-Thalaq: 6: 
ٍف.فَئِْن  َْ ْٕىَُكْم بَِمْعُش ا بَ َْ ْأتَِمُش َ َسٌُهَّ  ُْ ٌُهَّ أُُج ُْ  أَْسَضْعَه نَُكْم فَأْتُ
Artinya: “Kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu 
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (At-
Thalaq:6) 
 
Diriwayatkan dari Umar r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW 
bersabda : 
ُْٕش أُْجَشيُ قَْبَم أَْن َِٔجُف َعَشقًََ )سَاي أبه ماجً( ُْ اْْلَِج  أُْعطُ
Artinya:  “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R.    
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4. Konsep Pengupahan 
a. Pengertian Pengupahan 
Menyangkut penentuan upah kerja. Syari‟at Islam tidak 
memeberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-
Qur‟an maupun sunnah rosul. Secara umum dalam ketentuan Al-
Qur‟an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam 
surat  An- Nahl: 90,98,  
َّٰ َعِه  َٔۡىٍَ َ  َّٰ ْ ِ ِرْ ٱۡنقُۡشبَ
ٓ إِٔتَا َ ِه  ۡحَضَٰ ٱۡۡلِ َ َ َٔۡأُمُش بِٱۡنَعۡذِل  ۞إِنَّ ٱَّللَّ
ِِٓۚ َِٔعظُُكۡم نََعهَُّكۡم تََزكَُّشََن   ٱۡنبَۡغ َ ٱۡنُمىَكِش  َ  ٣٩ٱۡنفَۡحَشآِء 
Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 




ِجِٕم  فَئَِرا قََشۡأَت ٱۡنقُۡشَءاَن  ِه ٱنشَّ طََٰ ٕۡ ِ ِمَه ٱنشَّ  ٣٩فَٱۡصتَِعۡز بِٱَّللَّ
 
Artinya: “apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu 





Ayat ini dapat dikaitkan dengan hal upah dalam perjanjian 
kerja, yang mengemukakan Allah SWT memerintahkan kepada pada 
pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan 
dermawan kepada para pekerjanya. Kata kerabat dapat diartikan 
dengan tenaga kerja, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan 
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bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja 
tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha berhasil.
61
 
b. Makna Keadilan dalam Pengupahan 
1) Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin 
dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk 
memenuhinnya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha, atau 
dapat diartikan pula dengan adanya klausul-klausul yang mengatur 
selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja diperkirakan harus 
ada kejelasan beberapa upah yang akan diperoleh pekerja serta 
bagaimana untuk pembayarannya. Ada petunjuk khusus dari Nabi 
Muhammad SAW untuk masalah cara pembayaran upah 
sebagaimana sabdanya: 
“Dari Abdillah Bim Umar, Rosulullah SAW bersabda: 
ِْٕش اُْجَشيُ قَْبَم اَْن َِٔجَف َعَشقًَُ )سَاي ابه  ُْ اْلَِج  ماجً(اُْعطُ
 
Artinya: “Berikanlah upah orang sebelum keringatnya kering,”                 




Dalam menjelaskan Hadist ini Yusuf Qardhawi 
menjelaskan sesunnguhnya seorang pekerja hanya berhak atas 
upahnya jika ia telah menunaikan pekrerjanya dengan semestinya 
dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terikat dengan 
syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia 
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membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja 
menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu 
diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak 
dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara 
penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini 
dijelaskan secara detil dalam peraturan kerja yang menjelaskan 
masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.
63
 
2) Di samping itu adil dapat bermakna proporsional hal ini 
sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa 
pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjanya, 
karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman. 
َن  ُْ ٌُْم َّلَ ُْٔظهَُم َ ٍَُْم اَْعَمهٍَُْم  فِّٕ َُ نُِٕ َ ا  ُْ ا َعِمهُ نُِكمِّ َدَسَجٌت ِممَّ َ﴿٣٩﴾ 
 
Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa 
yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan 
bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang 




Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan 
dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam 
Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang 
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5. Makna Layak dalam Pengupahan  
Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, artinya upah harus 




َّلَ تَْعَشِ ﴿ َ ٍَْٕا  ُع فِ ُْ َّلَ تَْضَحّ ﴿۱۱٩إِنَّ نََك اََّلَّ تَُج َ ٍَْٕا  اِوَّك َّلَ تَْظَمُؤا فِ َ  ﴾۱۱٣﴾ 
Artinya:  “Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan pernah akan 
kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang dan 
sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula 





Sesungguhnya engkau tidak lapar sesaatpun di dalam surga karena 
pangan yang melimpah dan tidak akan telanjang karena pakaian tersedia 
beraneka ragam dan tidak akan merasa dahaga, dan kata “Tadha” 
dipahami dalam arti tidak disengat matahari, banyak ulama‟ yang 
memahaminya dalam arti naungan yakni rumah. Ayat di atas menyebut 
dengan teliti kebutuhan pokok manusia kapan di manapun mereka berada 
yaitu pangan, sandang dan papan. Hal itulah yang akan bersifat material 
minimal yang harus dipenuhi manusia.
67
 Kata “Tazmau” berarti merasa 
haus atau menginginkan sesuatu, dengan demikian tugas negara untuk 
menetapkan upah minimum pada suatu suatu tingkat yang membuat 
mereka mampu memenuhi kebutuhannya, mereka harus memperoleh 
makanan, pakaian yang cukup dan tempat tinggal (rumah).
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Di samping kebutuhan pokok yang sifatnya materi (fisik) Allah juga 
menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang sifatnya non-fisik yaitu 
kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman dan tidak takut), sebagaimana 
tercantum dalam surat Al-Quraisy 3: 
ِْٕت ﴿ ا َسبِّ ٌََز اْنبَ َْ  ﴾٩فَْهَْٕعبُُذ
Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 





Layak bermakna sesuai pasaran, hal ini dapat dilihat pada makan 
yang tersirat dalam surat AS-Syu‟ara: 183 
ا فِّ  ُْ َّلَ تَْعثَ َ ا انىَّاَس اَْشَٕاَء ٌُْم  ُْ َّلَ تَْبَخُض َْٔه ﴿َ  ﴾۱٩٩اَّْلَْسِض ُمْفِضُذ
Artinya:  “Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan 





Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang 
lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di perolehnya. 
Dalam pengertian yang jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa, 
janganlah membayar upah seseorang jauh di bawah upah biasanya 
diberikan. Hubungan antara pengusaha sebagai majikan dengan pekerja 
bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal belaka melainkan pekerja 
merupakan bagian dari keluarga pengusaha sehingga dalam 
memperlakukan pekerja layaknnya kepada keluarga yang mengusung 
nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan. 
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Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan 
untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak 
terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan 
kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa 
mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama 
sebagai jatah dari hasil kerja mereka tapi tidak mereka memperoleh, 
sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu 
mereka melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur‟an 
memerintahkan Al-Baqarah: 279 
نُِكۡم ََّل  ََُٰ إِن تُۡبتُۡم فَهَُكۡم ُسُءَُس أَۡم َ ًِۦۖ  َسُصُنِ َ  ِ َه ٱَّللَّ فَئِن نَّۡم تَۡفَعهُُْا فَۡأَروُُْا بَِحۡشٖب مِّ
ََّل تُۡظهَُمَُن   َ    ٩٧٣تَۡظهُِمَُن 
  
Artinya:  “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 
Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 
memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), 
Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak 




Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal upah tidak selayaknya 
mengurangi atau mengambil hak-hak orang lain. Kepada majikan untuk 
membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai 
kerja mereka dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan 
kepentingannya. 
اَّْلَ  َ ِت  َُ َم َخهََق هللاُ انضَّ ٌُْم  َّلَ َ َ نَتُْجَزِ ُكمُّ وَْفٍش بَِما َكَضبَْت  َ ْسِض بِاْنَحقِّ 
َن ﴿ ُْ  ﴾٩٩ُْٔظهَُم
Artinya: “Allah menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang nyata, 
karena itu setiap orang akan menerima ganjaran menurut 
usahanya, sedang mereka tidak teraniaya.” (Al-Jatsiyah:22).
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Islam memiliki beberapa ketentuan dalam pengupahan yaitu 
dengan memenuhi syarat-syarat:  
a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. 
b.  Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga 
tidak muncul masalah dikemudian hari. 
c. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan. 
d. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang halal atau tidak 
diharamkan. 
e. Bernilai (Mutaqawwim) di sini dapat di ukur dari dua aspek syar‟i dan 
„urfi. 
f. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak. 
g. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak atau 
perjanjian) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan 




C. Pengertian Buruh dan Macam – Macam Buruh 
1. Pengertian Buruh Gendong 
Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan 
menndapat upah pekerja. Seedangkan Buruh kasar adalah buruh yang 
menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang 
lain. Jadi buruh gending atau buruh kuli yaitu orang yang bekerja untuk 
orang lain dengan menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai 
keahlian di biidang lain  denngan mendapat upah 
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2. Pekerja Sektor Informal  
Perekonomian di kebanyakan negara berkembang bahkan di 
beberapa negara maju adalah fenomena jumlah dan tingginya peningkatan 
penduduk yang bekerja di sektor informal didorong oleh tingkat urbanisasi 
yang tinggi dimana penawaran pasar tenaga kerja mampu direspon oleh 
permintaan tenaga kerja sektor informal. 
 Menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri dari Universitas 
Indonesia menyebutkan bahwa tenaga Kerja sektor informal adalah tenaga 
kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan 
negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. 
Definisi lainnya adalah segala jenis pekerjaan yang tidak 
menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat 
keamanan kerja (job security), tempat bekerja yang tidak ada status 
permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak 
berbadan hukum. 
 Sedangkan ciri kegiatan informal adalah mudah masuk,artinya 
setiap orang dapat kapan saja masuk ke jenis usaha informal ini, bersandar 
pada sumber daya lokal, biasanya usaha milik keluarga, pasar yang 
kompetitif. Contoh dari jenis kegiatan sektor informal antara lain becak, 
penata parkir, pedagang pasar, buruh tani dan lainnya. Kemajuan 
perekonomian sebuah negara dapat pula ditandai dengan adanya 
transformasi ke arah penurunan pekerja kasar yang merepresentasikan 




pada pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik, pada kelompok 
lapangan usaha di Indonesia biasanya dimasukkkedalam jenis pekerjaan di 




D. Perilaku Pengelolaan Keuangan 
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan  
Menurut Horne dan Tirok dalam istilah manajemen keuangan 
mengandung arti bahwa arus dana yang diarahkan sesuai dengan suatu 
rencana. Arus dana merupakan perubahan dana yang 
berasal dari berbagai sumber yaitu para investor yang menanamkan 
modalnya dalam bentuk saham perusahaan, kreditor yang meminjamkan 
uangnya, dan laba dari tahun ke tahun yang telah lalu yang ditahan dalam 
perusahaan. Dana yang berasal dari sumber-sumber tersebut terikat 
dalam beberapa penggunaan yaitu dalam bentuk harta tetap yang digunakan 
untuk memproduksi barang atau jasa, persediaan untuk kepentingan 
produksi dan penjualan, piutang dalam rangka pemberian kredit kepada 
para pelanggan, kas dan surat berharga yang dipergunakan untuk transaksi 
dan tujuan likuiditas. Ini berarti manajemen keuangan mengatur anggaran 
sumber dana (income) dan anggaran alokasi dana yang diarahkan sesuai 
dengan rencana yaitu untuk mendapatkan kekayaan yang maksimal. 
Kegagalan dalam mengelola keuangan individu dapat 
menyebabkan konsekuensi jangka panjang yang serius tidak hanya untuk 
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orang tersebut tapi juga bagi perusahaan. Menurut Amanah, perilaku 
manajemen keuangan adalah ilmu yang menjelaskan mengenai perilaku 
seseorang dalam mengatur keuangan mereka dari sudut pandang psikologi 
dan kebiasaan individu tersebut. Ilmu ini juga menjelaskan mengenai 
pengambilan keputusan yang irasional terhadap keuangan mereka.  
Perilaku manajemen keuangan adalah kemampuan seseorang dalam 
mengatur dana keuangan sehari-hari, yang terdiri dari perencanaan, 
penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan 
penyimpanan keuangan. Kholilah dan Iramani menjelaskan 
bahwa dalam praktiknya, perilaku manajemen keuangan terbagi menjadi 
tiga hal utama, yaitu: 
a. Konsumsi, yakni pengeluaran oleh rumah tangga atas berbagai 
barang dan jasa (kecuali pembelian untuk rumah baru). 
b. Tabungan, yaitu bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh 
sebuah rumah tangga pada suatu periode tertentu. 
c. Investasi, yakni mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat 
ini dengan tujuan mendapatkan manfaat di masa mendatang. 
Dalam melakukan perilaku manajemen keuangan diperlukan 
perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek 
maupun tujuan jangka panjang. Media pencapaian tujuan tersebut dapat 
melalui tabungan, investasi, atau pengalokasian dana. Tanpa menerapkan 








Perilaku manajemen keuangan berhubungan dengan tanggung 
jawab keuangan seseorang mengenai cara manajemen keuangan yang 
dimiliki. Tanggung jawab keuangan adalah proses manajemen uang dan 
aset lainnya dengan cara yang dianggap produktif.
77
 
Terdapat beberapa elemen yang termasuk dalam manajemen uang 
yang efektif, seperti pengaturan anggaran dan pengeluaran, serta menilai 
perlunya dana cadangan untuk kondisi darurat dan tabungan masa depan, 
yaitu dana pensiun, asuransi, dan investasi dalam jangka waktu yang 
wajar. Tugas utama manajemen uang adalah proses penganggaran. 
Perilaku pengelolaan keuangan yang baik dapat dinilai dari 
bagaimana seseorang mengelolah anggaran, menghamat uang, dan 
mengontrol pengeluaran serta berinvestasi jika memungkinkan. Komponen 
pengelolaan keuangan yang baik yaitu: mengontrol pengeluaran membayar 
tagihan tepat waktu, merencanakan keuangan untuk masa depan, 
menabung, dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Pengelolaan 
keuangan yang baik dilakukan untuk jangka panjang dan pendek. 
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a. Consumption Konsumsi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas 
berbagai barang dan jasa. Financial Management Behavior seseorang 
dapat dilihat dari bagaimana melakukan kegiatan konsumsinya seperti 
apa yang dibeli seseorang dan mengapa ia membelinya.  
b. Cash-flow management Arus kas adalah indikator utama dari 
kesehatan keuangan yaitu ukuran kemampuan seseorang untuk 
membayar segala biaya yang dimilikinya. Manajemen arus kas yang 
baik adalah tindakan peyeimbangan, masukan uang tunai dan 
pengeluaran. Cash flow management dapat diukur dari apakah 
seseorang membayar tagihan tepat waktu, memperhatikan catatan atau 
bukti pembayaran dan membuat anggaran keuangan dan perencanaan 
masa depan. 
c. Saving and investment Tabungan dapat didefenisikan sebagian dari 
pendapatan yang tidak dikonsumsi dalam periode tertentu. Karena 
seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Uang harus 
disimpan untuk membayar kejadian tak terduga. Investasi yakni 
mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini dengan tujuan 
mendapatkan manfaat di masa mendatang.  
d. Credit management Komponen terakhir dari Financial Management 
Behavior adalah Credit management atau manajemen utang. 
Manajemen uang adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan 





E. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi 
1. Pengertian Tingkat Kesejahteraan  Ekonomi 
Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal 
dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan 
selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan 
sebagainya.
79
Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta 
“catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah 
orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari 
kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya 
aman dan tentram, baik secara lahir maupun batin.
80
 Program kesejahteraan 
adalah balas jasa tidak langsung atau imbalan diluar upah yang diberikan 
kepada karyawan dan pemberiannya tidak berdasarkan kinerja karyawan 
tetapi didasarkan pada keanggotaanya sebagai bagian dari organisasi yang 
berguna untuk memenuhi kebutuhan karyawan diluar upah. Menurut 
Moekijat yang dikutip oleh Hendra Eka, bahwa program kesejahteraan 
bertujuan untuk memberikan suatu keamanan tambahan ekonomi di atas 




Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin 
dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa 
keberhasilan 
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pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga 
dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan 
untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan 
masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan 
merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua 
fasilitas tersedia. Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan 
dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran 
tentang keadaan kehidupan yang baik 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang 
arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata 
kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang 
diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang 
memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan 
jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga, serta 




Dalam Kehidupan masyarakat proses terjadinya pelapisan sosial atau 
penggolongan status sosial dapat terjadi dengan sendirinya atau senagaja 
disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Penggolongan tingkat 
ekonomi keluarga berbeda antara satu dengan yang lain dalam masyarakat. 
Menurut pendapat seorang ahli bahwa “golongan sosial ekonomi dapat 
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Dengan adanya tingkatan ekonomi masyarakat itulah, maka sangat 
mempengaruhi gaya hidup, tingkah laku, sikap mental seseorang di 
masyarakt. Perbedaan itu akan Nampak pada pendidikan, cara hidup 
keluarga, jenis pekerjaan, tempat tinggal atau rumah dan jenis barang yang 
dimiliki setiap keluarga baik orang tuanya maupun anaknya.
84
 
Di dalam melakukan pemisahan atau penentuan tingkat-tingkatan 
atau pelapisan status ekonomi seseorang didalam masyarakat tidak terlepas 
dari konsep sosiologis tentang terjadiya stratifikasi sosial di dalam 
masyarakt. Konsep ini diperlukan dalam penelitian ini, dimana konsep ini 
menjelaskan tentang dasar terjadinya tingkatan-tingkatan atau lapisan-
lapisan didalam kehidupan masyarakat.  




“Socialstratification adalah pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam 
kelas – kelas secara bertingkat. Perwujudannya adalah kelas rendah yang 
terdiri dari berbagai dasar bentuk indicator dalam penentuan kelas tinggi dan 
rendah tersebut”. Stratifikasi sosial selalu terdapat di dalam sebuah 
masyarakat itu berada, artinya setiap masyarakat selalu terdiri dari tingkatan 
atau pelapisan didalam struktur masyarakat itu sendiri yang menentukan 
posisi atau kedudukan individu di dalam masyarakat tersebut, yang 
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didasarkan atas adanya sesuatu yang dihargai di masyarakat. Sesuatu yang 
dihargai di dalam masyarakat tersebut inilah yang tentunya sebagai sebab 
timbulnya sistem yang berlapis – lapis di dalam masyarakat. Sesuatu yang 
dihargai didalam masyarakat itu mungkin sesuatu barang, mungkin berupa 
uang atau benda yang bernilai ekonomis, mungkin berupa tanah, kekuasaan, 
ilmu pengetahuan, kesolehan dalam agama atau mungkin juga keturunan 
dari keluarga terhormat.  
Ukuran atau kriteria yang ditawarkan para ahli dalm mengolonggolongkan 
anggota masyarakat berdasarkan status ekonominya dapat dipaparkan lebih 
lanjut sebagai dasar di dalam melihat tinggi rendahnya ukuran kekayaan 
sesorang. Seperti yang diungkapkan Soekanto “Yang termasuk di dalam 
ukuran kekayaan dapat dilihat dari bentuk rumah yang bersangkutan, mobil 
pribadi, cara-cara mempergunakan pakaian, kebiasaan untuk belanja 
barangUniversitas Sumatera Utara barang mahal”.
86
  
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seseorang itu 
termasuk dalam status ekonomi tinggi, sedang dan rendah dalam lapisan 
masyarakat adalah berdasarkan banyak tidaknya bentuk penghargaan 
masyarakat kepadanya dilihat dari kekayaan seseorang sebagai kunci akses 
terhadap pemenuhan tingkatan kebutuhan dan keinginan seseorang tersebut 
di dalam masyarakat, dengan mengikuti pendapat para ahli di atas dan 
berdasarkan uraian sebelumnya, maka ukuran yang dipakai dalam penelitian 
ini untuk melihat tingkat ekonomi seseorang adalah penghasilan, 
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pengeluaran, pemilikan terhadap bendabenda berharga, jabatan 
pekerjaan/mata pencaharian, pemenuhan tingkatan kebutuhan. Berdasarkan 
ini ditetapkan seseorang berada dalam kedudukan status ekonomi tinggi, 
sedang, dan rendah. 
2. Faktor – Faktor Yang Menentukan Keadaan Tingkat Ekonomi. 
Menurut Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna 
melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa 
indikator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah:
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a. Tingkat pendapatan keluarga 
b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan 
pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; 
c. Tingkat pendidikan keluarga 
d. Tingkat kesehatan keluarga 
3.  Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga 
Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya 
keadaan sosial ekonomi di masyarakat. Diantaranya tingkat pendidikan, 
jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan tempat tinggal, 
pemilikan kekayaan dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari 
komunitasnya. Dalam hal ini uaraiannya dibatasi hanya 5 faktor yang 
menentukan yaitu tingkat pendidikan, pendapatan dan kepemilikan 
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a. Tingkat Pendidikan. 
Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 pendidikan bertujuan 
untuk “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 
Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan 
dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 
mantap dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui 
jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar 
sekolah. 
b. Pendapatan. 
Pendapatan adalah jumlah semua pendapatan kepala keluarga 
maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang 
dan barang. Berdasarkan jenisnya, biro pusat statistic membedakan 
pendapatan menjadi dua yaitu pandapatan berupa barang, pendapatan 
berupa uang. 
4. Pemilikan Kekayaan atau Fasilitas. 
Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kekayaan dalam bentuk 
barang-barang dimana masih bermanfaat dalam menunjang kehidupan 
ekonominya. Fasilitas atau kekayaan itu antara lain  Barang-barang 






5. Jenis Tempat Tinggal 
Menurut Abdulsyani (1994:172) untuk mengukur tingkat sosial 
ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari:
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a. Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, 
menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain. 
b. Kondisi fisik bangunan, dapat berupa rumah permanen, kayu atau 
bamboo. 
c. Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang ditempati 
pada umumhya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya. Rumah 
dapat mewujudkan suatu tingkat sosial ekonomi bagi keluarga yang 
menempati. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran dan 
kualitas rumah. Rumah yang dengan ukuran besar, permanen dan milik 
pribadi dapat menunjukan bahwa kondisi sosial ekonominya tinggi 
berbeda dengan rumah yang kecil, semi permanen dan menyewa 
menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya rendah 
6. Tabungan 
Faktor kelima yang mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja 
adalah tabungan, tabungan Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 
Tahun 1998 adalah “Simpanan yang pada penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat 
ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan 
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Tabungan adalah menyimpan sebagian pendapatan seseorang yang 
tidak dibelanjakan sebagai cadangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu 
bila diperlukan. Semakin tinggi pendapatan keluarga, kesempatan untuk 








Tabel II. 1 
Jenis-Jenis Kesejahteraan Karyawan 
 



















Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu upaya 
perusahaan untuk meningkatkan semangat kerja, kinerja, disiplin, loyalitas 
karyawan terhadap perusahaan dengan cara memenuhi kebutuhan 
karyawan itu sendiri seperti gaji/upah, bonus, berbagai tunjangan, dll. 
Sesuai dengan kemampuan perusahaan sehingga dapat membuat karyawan 
merasa senang, aman dan nyaman bekerja di perusahaan. 
Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki banyak 
indicator yang dapat diukur, pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang 
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juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950-
an kesejahteraan diukur dari aspek fisik seperti berat badan, tinggi, dan 
gizi, harapan hidup serta income . pada tahun 1980-an terjadi perubahan 
dimana kesejahteraan diukur dari income, tenaga kerja dan hak-hak sipil. 
Pada tahun 1990-an terjadiperubahan lagi, Mahbub UI-Haq merumuskan 
ukuran kesejahteraan dengan human Development Index (HDI). Dengan 
HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi 
juga pada aspek kualitas sosial individu. HDI merupakan gabungan dari 




7. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam 
Menurut ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari 
rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, 
masa depan diri, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan 
surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada 
Nabi adam a.s yang berbunyi dalam Al-qur‟an Surat Taha: 117-119 : 
                         
                      
        
Artinya: 117. Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) 
adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah 
sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan 
kamu menjadi celaka. 118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di 
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dalamnya dan tidak akan telanjang, 119. dan Sesungguhnya kamu tidak 
akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di 
dalamnya". (Taha : 20: 117-119) 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan, papan yang 
diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan 
semuanya telah dipenuhi disana. Terpenuhi kebutuhan ini merupakan 
unsur pertama untuk kesejahteraan masyarakat.  
Al-falah secara bahasa diambil dari kata dasar falah yang artinya 
zhafara bima yurid (kemenangan atas apa yang diinginkan). Disebut 
alfalah artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan 
akhirat. Sedangkan menuru syaikh muhammad muhyiddin qaradaghi, 
secara istilah al-falah berarti: kebahagiaan dan keberuntungan dalam 
kehidupan duniadan akhirat.dilihat dari segala isi dan dimensi dimensi 
dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang terlihat dalam al-
qur‟an dan sunnah.
94
Berdasarkan pengertian di atas, maka falah bisa 
diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dan 
kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir maupun 
batin yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat 
keyakinan dalam diri seseorang. 
Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya 




                                                             
94
 Syaikh Muhammad Muhyiddin Qardhaqhi, Al Falah Fi Alkitab Wa As Sannah, 
Diunduh 
Tanggal 1 Agustus 2019, Pukul 08:15 WIB. 
95
 Ziauddin Sardar, Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah, 




a. Ad-din (memelihara Agama) 
Ryandono mengatakan bahwa memelihara agama dapat diukur 
dari implementasi Rukun Islam. Selain itu juga bisa dilihat pula dari 
tercapainya amalan rukun Iman. 
b. An-Nafs (memelihara Jiwa) 
Ryandono berpendapat bahwa perwujudan pemeliharaan jiwa 
yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, 
kesehatan, seta fasilitas umum lainnya. 
c. Al-Aql (Memelihara Akal) 
Menurut Syatibi dalam Bakri memelihara akal dapat dibedakan 
menjadi tiga perangkat. Dlam peringkat Dharuriyah misalnya adalah 
diharamkannya meminum minuman keras. Dalam peringkat hajjiyah 
seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. 
d.  An-Nasl (Memelihara Keturunan) 
Kita sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum 
ampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan 
memberikan rezeki serta karunia-Nya. 
e. Al-maal (Memelihara Harta) 
Menurut Ryandono cara menjaga harta adalah meliputi mencari 
pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rezeki 






F. Ekonomi Islam  
1. Pengertian Ekonomi Syariah 
Ekonomi Syariah adalah Ilmu pengetahuan yang dapat membantu 
mewujudkan human well being melalui pengalokasian dan pendistribusian 
sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa 
mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro 




2. Prinsip-prinsip dasar Sistem Ekonomi Syariah 
Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu 
tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik 
menyangkut sosial, politik, budaya, hukum, maupun ekonomi. Syariat 
Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek 
akidah, ibadah, akhlak, dan mu‟amalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak 
bisa dilepas dengan syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas. 
Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau 
membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak 
menyimpang dari kerangka syari‟at Islam untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan 
terjadinya kekacauan dalam masyarakat. 
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b. Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta sepanjang 
tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. 
c. Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai 
perbedaan potensi, yang berarti juga memberikan peluang yang luas 
bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan 
ekonomi. Namun, hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaidah 
untuk manghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada 
seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan 
masyarakat umum. 
d. Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang 
menunjukkan adanya kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan 
menggalakkan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Kondisi 
mensyaratkan bahwa kekayaan negara yang di miliki tidak hanya 
dimonopoli oleh segelintir masyarakat saja. Di samping itu, dalam 
sebuah negara Islam tiap individu mempunyai peluang yang sama 
untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi. 
e. Adanya jaminan sosial bagi tiap individu dalam masyarakat. Setiap 
individu mempunyai hak untuk hidup secara layak dan manusiawi. 
Menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menjamin setiap warga 
negaranya dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. 
f. Instrumen Islam mencegah kemungkinan konsentrasi kekayaan pada 
sekelompok kecil orang dan menganjurkan agar kekayaan terdistribusi 
pada semua lapisan masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah 




g. Islam melarang praktik penimbunan kekayaan secara berlebihan yang 
dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Untuk mencegah 
kemungkinan munculnya praktik penimbunan, Islam memberikan 
sangsi yang keras kepada para pelakunya. 




3. Kontrak Tenaga Kerja (Ijarah) dalam Perspektif  Ekonomi Syariah 
Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang di 
kontrak tenaganya) oleh musta’jir (orang yang mengontrak tenaga), serta 
pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh seorang ajir. Atau dengan kata 
lain, ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai 
kompensasi. 
Syarat sah tidaknya transaksi ijarah tersebut adalah adanya jasa 
yang dikontrak haruslah jasa mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak 
seorang ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait 
dengan keepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Ketentuan Kerja Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang 
dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam 
kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta 
tenaganya. Jenis pekerjaanya harus di jelaskan, sehingga tidak kabur, 
karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid 
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(rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau 
tahunan, Selain itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.  
b. Bentuk Kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya 
juga halal. Di dalam Ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk 
pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir 
c. Waktu Kerja, transaksi ijarah harus di sebutkan jangka waktu 
pekerjaan itu yang di batasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian 
atau selesainya pekerjaan tertentu, Selain itu, harus ada juga perjanjian 
waktu bekerja bagi ajir. 
d. Gaji Kerja, disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas, 




G. Hasil Penelitian Terdahulu  
Adapun sebagai bahan rujukan bagi penulis dan untuk mendukung 
kevalidan dalam penelitian ini, maka akan penulis sampaikan beberapa karya 
yang mungkin terkait dengan penelitian yang penulis bahas antar lain: 
1. Miswa, 2015 Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat upah 
pekerja di Aceh. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat upah dan pengaruh yang menentukan dari masing – 
masing faktor pada tingkat upah di Aceh. Penelitian ini menggunakan 
teknik analisis regresi berganda.  Hasil survei mengungkapkan faktor 
signifikan yang mempengaruhi tingkat upah adalah pendidikan, jenis 
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pekerjaan, jam kerja dan pengalaman kerja. Semua faktor ini memiliki efek 
positif pada jumlah upah pekerja. Tingkat pendidikan akan meningkatkan 
upah sebesar 49.983 rupiah. Pekerja professional memiliki upah lebih 
tinggi sebesar 949.009 rupiah disbanding pekerja terampil. Pengalaman 
kerja akan meningkatkan upah 133.776 rupiah dibandingkan dengan 
pekerja yang tidak memiliki pengalaman. Untuk meningkatkan 
kesejahteraan pekerja pemerintah harus memastikan perusahaan membayar 
upah di atas upah minimum provinsi.
99
 
2. Rosni, 2017 Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di desa 
Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Penelitian ini 
bertujuan untuk: mengetahui Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di 
Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Penelitian ini 
dilakukan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat nelayan yang ada 
di Desa Daari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara yang 
berjumlah 443 KK. Sampel dalam penelitian ini adalah 15% dari jumlah 
populasi nelayan yaitu 66 KK.  Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah daftar wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu analisis 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
kesejahteraan masyarakat nelayan yaitu 42 responden (63,63%) tergolong 
dalam prasejahtera, 21 responden (31,81%) tergolong dalam sejahtera I, 
dan 3 responden (4,56%) tergolong dalam sejahtera II. Jika dikaitkan 
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dengan Upah Minimum Kabupaten Batubara tahun 2016 yaitu sebesar 
Rp.2.313.625 maka seluruh responden masuk dalam kategori miskin, 
masyarakat prasejahtera pendapatannya Rp 897.000, masyarakat sejahtera I 
Rp 1.149.000, dan masyarakat sejahtera II Rp 1.470.000.
100
 
3. I Wayan Ardika dan Gede Sujana Budhiasa, 2019 Analisis tingkat 
Kesejahteraan Petani didesa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten 
Tabanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat 
pengetahuan terhadap tingkat kesejahteraan petani dengan sarana produksi 
sebagai variabel mediasi di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten 
Tabanan. Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, observasi dan 
kuesioner. Pengisian kuesioner diukur melalui skala Likert. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis data SEM dengan alat analisis SmartPLS 
3.0. Untuk mencari dan menjelaskan pengaruh dan hubungan antar variabel 
dengan menggunakan pengujian hipotesis (Explanation Research). 
Berdasarkan Uji SEM PLS dapat dinyatakan 1). Tingkat pengetahuan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani 
pada Gabungan Kelompok Tani Sapta Kerta Buana Desa Bangli 
Kecamatan Baturiti Kaupaten Tabanan. 2) Sarana produksi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani pada Gabungan 
Kelompok Tani Sapta Kerta Buana Desa Bangli Kecamatan Baturiti 
Kabupaten Tabanan. 3) Tingkat pengetahuan petani berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani pada Gabungan 
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4. Theresia Ngutra, 2018 Pemenuhan Hak Kesejahteraan sosial bagi 
masyarakat miskin dikota Makasar. Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk 
mengkaji dan menganalisis penerapan program kesejateraan sosial terhadap 
masyarakat miskin di kota Makassar; (ii) Untuk mengkaji dan menganalisis 
faktor determinan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat 
miskin di kota Makassar; (iii) Untuk mengkaji dan menganalisis strategi 
yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan 
sosial masyarakat miskin di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan telaan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
program kesejahteraan sosial oleh pemerintah kota Makassar belum 
diterapkan secara meratah. Hal tersebut terbukti, dimana masyarakat miskin 
ada yang belum mengenal program dan belum perna mendapat sentuhan 
bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. Faktor determinan dalam 
pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang dihadapi pemerintah kota 
Makassar sehinga program kesejahteraan sosial tidak terlaksana dengan 
baik adalah dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain: faktor eksternal 
yakni (1) verifikasi data; (2) sistem sosialisasi dan informasi; (3) politik dan 
(4) anggaran, serta faktor internal yang berasal dari dalam masyarakat 
miskin itu sendiri yakni (1) pendidikan dan ; (2) pekerjaan. Strategi yang 
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dilakukan untuk mengoptimalkan pememenuhan hak kesejahteraan sosial 




5. Rini Sulistiawati, 2017 Jurnal Ilmiah pada Universitas Tanjungpura, 
dengan judul penelitian: Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan 
Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. 
Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja 
berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang positif 
terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa pengaruh 
penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat berjalan searah, 
artinya apabila penyerapan tenaga kerja meningkat maka akan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan upah yang diterima oleh 
tenaga kerja adalah lebih rendah dari kebutuhan hidup yang layak (KHL). 
Secara nasional dan provinsi, upah minimum pada tahun 2006 hanya dapat 
memenuhi 85% KHL walaupun pada tahun 2010 rata-rata upah minimum 
di Indonesia telah sama dengan KHL. Tahun 2007 terdapat empat provinsi 
Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan sulawesi Barat, sedangkan 
empat provinsi yang memberikan upah di atas KHL, yaitu Sumatera Utara, 
Sulawesi Utara, Papua Barat dan Papua. Pada tahun 2008 hanya terdapat 5 
(lima) provinsi yang memberikan upah minimum dengan nilai yang sama 
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atau lebih besar dari KHL, sementara tahun 2009 hanya tiga provinsi yang 
memberikan upah minimum lebih besar dari KHL.
103
 
6. Elifaz Eldy, Ari Pradhanawati, Hari Susanta Nugraha, 2015 Jurnal Ilmiah, 
Kesejahteraan pekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 
upah yang baik dan serikat pekerja yang berperan dengan baik. Pekerja 
juga melakukan unjuk rasa untuk memperjuangkan kesejahteraannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh upah 
dan peran serikat pekerja terhadap kesejahteraan pekerja serta pengaruh 
unjuk rasa terhadap kesejahteraan. Selain itu pengaruh upah dan pern 
serikat pekerja terhadap unjuk rasa pada PT Sai Apparel Industries yang 
semua pekerjanya adalah anggota Serikat Pekerja Nasional. Tipe penelitian 
ini adalah eksplanatory research. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, kuesioner dan observasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
bahwa terdapat pengaruh antara upah dan serikat pekerja terhadap 
kesejahteraan pekerja, terdapat pengaruh antara upah dan peran serikat 
pekerja terhadap unjuk rasa dan unjuk rasa terhadap kesejahteraan. 
Berdasarkan kesimpulan maka perusahaan perlu untuk menambah jumlah 
kompensasi dalam bentuk tunjangan. Serikat pekerja perlu meningkatkan 
peran untuk menjadi pusat informasi bagi pekerja. Selain itu pemerintah 
perlu mengkaji kebijakan upah minimum yang selama ini berdasarkan 
kebutuhan hidup pekerja lajang.
104
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7. Dita Antania Hanjani, Jurnal Ilmiah, 2025 faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat kesejahteraan karyawan outsourcing pt. Perkebunan 
nusantara ii unit kebun sawit seberang, Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 1) tingkat kesejahteraan karyawan outsourcing termasuk dalam 
kategori sedang, yaitu sebanyak 56,67% atau sebanyak 17 orang dari 30 
orang jumlah sampel 2) Penghasilan/gaji berpengaruh positif dan nyata 
terhadap tingkat kesejahteraan karyawan outsourcing di PTPN II Kebun 
Sawit Seberang. Jumlah tanggungan keluarga, umur, tabungan, hutang 
keluarga, dan jarak lokasi tempat tinggal ke pusat layanan terdekat tidak 
berpengaruh nyata terhadap tingkat kesejahteraan karyawan outsourcing di 
PTPN II Kebun Sawit Seberang. 3) Status kemiskinan karyawan 
outsourcing di PTPN II Kebun Sawit Seberang adalah tidak miskin. 
Sebanyak 96,67% atau sebanyak 29 orang dari 30 orang jumlah sampel 
dinyatakan kategori tidak miskin.
105
 
Perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian 
yang dilakukan yang diuraikan di atas terletak pada variabel penelitian dan 
sampel penelitian serta analisis data. Penelitian terdahulu mengambil 
variable penelitian adalah pendapatan, pengetahuan, jumlah tanggungan, 
tabungan, dan hutang. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 
adalah mengambil variable yang berbeda yaitu upah dan perilaku 
pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pekerja. dan juga analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 27.00 dan sampel yang 
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diambil dalam penelitian ini adalah para pekerja buruh pada PT. Putera 
Petapahan Bersaudara kecamatan Tapung 
 
H. Kerangka Pemikiran dan Konsep Operasional Variabel 









1. Variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
yang lain. Variable depanden dalam penelitian ini adalah 
Kesejahteraan Ekonomi  Masyarakat (Y). 
2. Variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel 
yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Upah (X) 
dan Perilaku Manajemen Keuangan. 
  












Konsep Operasional Variabel  
 
Variabel Definisi Indikator 
Upah 
(X1) 
,"Upah adalah hak pekerja/buruh 
yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha/pemberi 
kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan 
perundang-undangan termasuk 
tunjangan bagi pekerja/buruh 
dan keluarganya atas suatu 
pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan.106 
1. Adanya kerelaan 
kedua belah pihak 
yang berakad. 
2.  ManfaatUpah  
3. Objek akad itu sesuatu 
yang halal atau tidak 
diharamkan. 
4. Kejelasan Upah 
5. Bernilai 
(Mutaqawwim) 




Perilaku manajemen keuangan 
adalah berhubungan dengan 
tanggung jawab keuangan 
seseorang mengenai cara 
manajemen keuangan yang 
dimiliki. Tanggung jawab 
keuangan adalah proses 
manajemen uang dan aset 




1. Konsumsi Rumah 
Tangga 
2. Menajemen 
Pengeluaran kas masuk 
dan keluar 
3. Tabungan/ investasi   






kesejahteraan pekerja, yaitu 
“Suatu pemenuhan kebutuhan 
dan atau 
keperluan yang bersifat 
jasmaniah dan rohaniah, baik di 
dalam maupun di luar hubungan 
kerja, yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat 
mempertinggi produktivitas 
kerja dalam lingkungan kerja 
yang aman dan sehat”
110
 
1. Tingkat Pendidikan. 
2. Pendapatan. 
3. Pemilikan Kekayaan 
atau Fasilitas. 
4. Jenis tempat tinggal.111 
Sumber: Berbagai Sumber 2020 
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I. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis adalah jawaban sementara, terhadap rumusan masalah 
penelitian 
dimana rumusan masalah penelitian ternyata telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimatpertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 
berdasarkan pada teori yang relevan belum berdasarkan pada fakta-fakta 
empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
112
 
Hipotesis adalah peryataan tentatif yang merupakan dugaan atau 
terkaan tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya.
113
 
Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan 
apakan terdapat pengaruh yang signifikan dari ketiga variabel.  
Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang 
positif antara dua variable atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis. 
Dimana hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kelimat pertanyaan. Maka 
berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H1 :  Terdapat pengaruh upah terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi 
Buruh Harian Pada PT.Putra Petapahan Bersaudara Kecamatan 
Tapung 
H2 :  Terdapat pengaruh perilaku pengelolaan keuangan terhadap tingkat 
kesejahteraan Ekonomi Buruh Harian Lepas Pada PT.Putra Petapahan 
Bersaudara Kecamatan Tapung 
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H3 :  Terdapat pengaruh upah dan Perilaku Pengelolaan Keuangan terhadap 
Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Buruh Harian Lepas Pada PT.Putra 








A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian 
atau riset (research) adalah suatu upaya secara sistematis untuk memberikan 
jawaban permasalahan atau fenomena yang dihadapi.
114
 Pendekatan yang 
digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 




Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk 
mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut. Pendekatan 
kuantitatif mempunyai tujuan yaitu untuk menguji teori, membangun fakta, 
menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, 
menaksir dan meramal hasilnya. Desain penelitian yang menggunakan 
pendekatan kuantitatif harus terstruktur, baku, formal dan dirancang sematang 
mungkin sebelumnya. Desain bersifat spesifik dan detail karena dasar 




B. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan kecamatan tapung. Adapun 
yang menjadi alasan penulis mengambil penelitian ditempat ini dikarenakan 
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tingkat Upah Buruh Lepas di Kecamatan Tapung  sudah UMK Kabupaten, 
namun belum memberikan kata sejahtera un tuk para pekerja buruh. 
 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
117
 Populasi 
dalam penelitian ini adalah Buruh Harian Lepas di Kecamatan Tapung. 
Sebanyak 155 pekerja. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut.
118
 Sampling merupakan metode atau cara menentukan 
sampel dan besar sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan Research Sampling, yaitu bagaimana kita dapat memperoleh 
sampel atau sampel-sampel yang dapat mewakili populasi.
119
 Dalam penelitian 
ini menggunakan probability sampling. Probability sampling adalah teknik 
pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 
(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
120
 Teknik yang 
digunakan dalam probability sampling adalah simple random sampling. 
Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari 
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi itu.
121
 Dalam penelitian ini,  populasinya berjumlah 155 orang.  
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Mengingat keterbatasan peneliti yang sangat terbatas dari segi biaya, 
waktu dan tenaga dari besarnya jumlah populasi diatas, maka penulis 






        
 
Keterangan: 
n    =  Ukuran sampel 
N   =  Ukuran populasi 
e  = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 
yang masih dapat ditolelir atau diinginkan. 
Dalam penelitian ini jumlah populasi (N) = 155 orang, dengan nilai 
kritis (e) atau batas kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 
10% (0,1). Batas tolerasi kesalahan ini dinyatakan dalam persentase. Semakin 
kecil tolerasi kesalahan semakin akurat sampel menggambakan populasi.
123
 










Berdasarkan perhitungan diatas dengan jumlah populasi berjumlah 155 
orang, maka ukuran sampel yang diperoleh adalah sebesar 61 orang 
(pembulatan dari 60.78). 
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D. Sumber dan Jenis Data  
1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang 
yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 
memerlukannya.
124
 Data ini diperoleh dari buruh harian lepas yang ada di 
kecamatan tapung. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, 
sudah dikumpulkan dan oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk 
publikasi.
125
 Data semacam ini sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk 
tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan 
peneliti saat ini secara spesifik.
126
seperti data Tentang Perusahaan atau data 
gaji perusahaan. 
 
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data  
1. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk mendapatkan kualitas data yang valid, maka data 
dikumpulkan melalui instrument yang digunakan penulis dalam penelitian, 
yaitu : 
a. Teknik Observasi (pengamatan). Observasi adalah pengamatan yang 
dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial 
dengan gejala-gejala psikis untu kemudian dilakukan pencatatan.
127
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Seperti Observasi ke perusaaan tempat bekerja, dan tempat tinggal 
pekerja. 
b. Teknik Wawancara (interview). Wawancara adalah percakapan dengan 
maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
itu.
128
 seperti wawancara pemilik perusahaan dan para pekerja. 
c. Angket/ Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya 
mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti.
129
angket akan 
diberikan kepada para pekerja yang dijadikan sampel dalam penelitian. 
d. Teknik Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 
sudah berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang.
130
 Seperti foto foto atau dokumen 
tentang perusahaan PT. Putra Petapahan Bersaudara. 
2. Teknik Pengolahan Data  
Dalam suatu penelitian, data merupakan hal yang sangat penting. 
Sebelum melakukan penyebaran angket/ kuesioner, penentuan skala 
pengukuran kuesioner adalah langkah pertama yang dilakukan agar 
mempermudah proses pengolahan data yang menggunakan program SPSS 
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27.00 (Statistical Package for Social Science), yaitu software yang 
dirancang untuk membantu pengolahan data secara statistic.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan angket bersifat 
tertutup. Angket diajukan dengan menggunakan skala Likert meliputi 
skala 1 sampai 5. Urutan untuk skala ini menggunakan lima angka 
penilaian, yaitu:  
Tabel. III.1  




Skala  Bobot  
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
Tidak Setuju (TS) 2 
Netral (N) 3 
Setuju (S) 4 
Sangat Setuju (SS) 5 
 Sumber: Supranto, 2003 
 
F. Teknik Analisis Data   
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Analisis Statistik Deskriptif, 
 Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang dilakukan 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh 
dari jawaban-jawaban responden. Analisis ini digunakan untuk 
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2. Uji Instrumen Penelitian 
Ketetapan suatu pengujian sangat tergantung pada kualitas data 
yang dipakai dalam pengujian tersebut. Oleh karena itu instrument yang 
dipakai untuk mengumpulkan data harus valid dan reliable. 
a. Uji Validitas 
Engkos Kuncoro dan Ridwan
132
 menjelaskan bahwa validitas 
adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kehandalan atau 
keabsahan suatu alat ukur. Suatu angket/kuesioner yang baik harus 
dapat mengukur dengan jelas kerangka penelitian yang akan diukur. 
Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat instrumen 
atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan yang sebenarnya 
dari variabel penelitian. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila nilai 
koefisien korelasi r hitung ≥ r tabel.
133
Rumus yang dipakai yaitu 
Korelasi Pearson Product Moment: 
rxy 
         
√                        
 
Keterangan : r = koefisien korelasi 
x = variabel independen 
y = variabel dependen 
n = jumlah data 
 
                                                             
132
 Engkos Kuncoro dan Riduwan, Analisis Jalur, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 109-
110.  
133
Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Ed. 2, Cet. 




b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen 
yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, 
paling tidak oleh responden yang sama.
134
 Uji reliabilitas untuk 
alternatif jawaban lebih dari dua akan menggunakan uji Cronbach’s 





   
) (  
   
   
  
  ) 
keterangan:  r11   = reliabilitas instrumen 
    = banyak butir pertanyaan 
    
     = deviasi standar total 
     
     = jumlah deviasi standar butir 
2. Analisis Statistik Induktif (inferensial) 
 Analisis Statistik Induktif (inferensial), Yaitu analisis yang 
digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Regresi Berganda (Multiple Regression).  
a. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik diuji sebelum melakukan pengujian 
hipotesis untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan. Uji 
asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa metode 
multivariate, termasuk metode regresi dapat digunakan pada data 
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tertentu sehingga dapat diinterpretasikan dengan tepat.
136
 Penelitian 
ini akan mengukur asumsi normalitas, multikolinieritas dan 
homoskedastisitas.  
Regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi 
normal, bebas multikolinieritas, bebas heteroskedastisitas. 
1) Uji Normalitas  
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi, variabel dependen dan independen keduanya 
mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 
adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 
Uji Normalitas data antara lain dapat dilakukan dengan 
membandingkan probabilitas nilai Kolmogrov-Smirnov dengan 
sebesar 0,05 (5%).  Apabila Hasil pengujian normalitas lebih dari 
α = 0,05  (> 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data yang 
digunakan berdistribusi normal.  
2) Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 
satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dan 
residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 
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dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola 
yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 
pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
137
 
3) Uji Multikolinearitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). 
Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinieritas atau 
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji 
multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan 
lawannya, (2) Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai 
tolerance lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, 
maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada data 
yang akan diolah. 
4) Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi adalah bertujuan untuk melihat apakah 
dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan 
pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan kesalahan 
pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang 
berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang 
lainnya. Hal ini sering ditemukan pada time series. Pada data 
crossection, masalah autokorelasi relatif tidak terjadi.  
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Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 
autocorrelation. Untuk mengetahui ada tidaknya autocorrelation 
dengan mendeteksi besarnya Durbin-watson test, jika angka 
DW>dl<(k-du) berarti tidak terdapat gejala autokorelasi. 
Tabel. III. 2 
Tabel Pengambilan Keputusan ada tidaknya Autokorelasi 
 
Nilai Dw Keputusan 
< Dl Ada Autokorelasi (+) 
dL s.d.Du Tanpa kesimpulan 
dU s.d.4 – Du Tidak ada Autokorelasi 
4 - dU s.d. 4 – Dl Tanpa kesimpulan 
> 4 – Dl Ada Autokorelasi (-) 
     Sumber : Suliyanto, 2011 
b. Pengujian Hipotesis  
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari  analisis 
regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi   . 
1) Analisis Regresi Linear Berganda  
Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
variabel terikat dapat diprediksi melalui variabel-variabel bebas 
secara individual, sehingga dapat diputuskan apakah naik 
turunnya variabel terikat dapat dilakukan melalui menaikkan 
atau menurunkan variabel-variabel bebas. 
Regresi Linear Berganda (Multiple Linear Regression) 
merupakan metode statistic yang digunakan untuk menganalisa 
hubungan antara satu variabel terikat (dependen) dengan 
beberapa variabel bebas (independen).Variabel bebas adalah 




lainnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang 
dipengaruhi oleh variabel bebas. 
Digunakan regresi linear berganda ini ditujukan untuk:  
a) Memprediksikan (Prediction)  
b) Menjelaskan (Explanation)  
c) Mengspesifikasikan hubungan statistic  
d) Menentukan variabel-variabel bebas dan terikat 
Setelah menganalisis ketiga variabel, maka jawaban 
responden untuk variabel-variabel dalam kelompok factor 
dijumlahkan dan dihitung nilai rata-ratanya. Selanjutnya nilai 
rata-rata tersebut akan dijadikan data-data untuk variabel-
variabel bebas dan variabel terikat, untuk pengolahan regresi 
linear. Dengan rumus : 
Model 1 : 
Y= a + b1X1 +b2X2 + e 
Keterangan:  
Y =  tingkat kesejahteraan Ekonomi Buruh 
a =  Konstanta 
b1,b2 = Koefesien regresi 
X1 = Upah 
X2 = Perilaku Pengelolaan Keuangan 





2) Uji t (Parsial) 
Menurut Ghozali uji statistik t pada dasarnya 
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 
secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian 2 sisi yaitu 
membandingkan antara t hitung dengan tingkat t tabel, sehingga 
Ha akan diterima apabila nilai t hitung > t tabel dengan 
significancelevel 0,05 (a= 5%). Penerimaan atau penolakan 
hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 
a) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefesien 
regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial 
variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel dependen. 
b) Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima 
(koefesien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial 
variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel dependen. 
3) Uji F (Simultan) 
Menurut Ghozali uji statistik F pada dasarnya 
menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan 
dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 
variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 




Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai 
berikut: 
a) Jika nilai signifikans > 0,05 maka hipotesis diterima 
(koefesien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara 
simultan ketiga variabel independen tersebut mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhdap variabel dependen. 
b) Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis ditolak (koefesien 
regresi sigifikan). Ini berarti secara simultan ketiga variabel 
independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel dependen. 
Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat 
juga dilakukan dengan cara melihat F hitung dan F tabel maka Ha 
diterima. Hal ini berarti variabel independen secara simultan 
berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila F 
hitung < F tabel maka Ha ditolak. Hal ini berarti variabel 
independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabl 
dependen. 
4) Uji Koefisien Determinasi (  ) 
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. 
Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 




Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
variasi variabel dependen. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut
138
: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari  antara lain latar 
belakang masalah, permasalahan yang memuat, identifikasi 
masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah serta ditambah 
dengan  tujuan penelitian dan  manfaat penelitian. 
BAB II :  LANDASAN TEORETIS 
  Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori, penelitian yang relevan 
(penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang 
dilakukan, jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional, 
serta indikator variabel atau konsep operasional. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
  Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian, terdiri dari 
pendekatan penelitian, informan atau  populasi dan sampel 
penelitian, instrumen penelitian, hipotesis penelitian dan analisis 
data. 
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BAB IV :  HASIL PENELITIAN 
  Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian 
dan temuan khusus penelitian. 
BAB V :  PENUTUP 












Kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh upah dan perilaku 
pengelolaan keuangan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi Buruh Harian 
Lepas pada PT. Putra Petapahan Bersaudara Kecamatan Tapung ditinjau 
menurut ekonomi syariah adalah sebagai berikut: 
1. Upah berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi buruh 
harian lepas PT. Putra Petapahan Bersaudara. Hal ini terbukti dari hasil uji 
t yang memperoleh t hitung X1 lebih besar daripada t tabel. Yaitu nilai t 
hitung (4,327) lebih besar dari t tabel (1,671)  diterima pada taraf 
signifikansi 5%. 
2. Perilaku pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat 
kesejahteraan ekonomi buruh harian lepas PT. Putra Petapahan Bersaudara 
.Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh t hitung X2 lebih besar 
dari t tabel. Yaitu nilai t hitung (2,057) lebih besar dari t tabel (1,671), 
diterima pada taraf signifikansi 5%.  
3. Upah dan perilaku pengelolaan keuangan secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi buruh harian 
lepas PT. Putra Petapahan Bersaudara  Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 
menunjukkan hasil F Hitung sebesar 10,612 lebih besar dari F tabel 






4. Sistem upah dan di PT. Putra Petapahan Bersaudara yang sesuai dengan 
Ekonomi Islam diantaranya karyawan telah mengetahui upahnya sebelum 
bekerja dan melakukan akad terlebih dahulu tetapi kurangnya ketepatan 
waktu perusahaan dalam membayarkan upah kepada karyawan. Perilaku 
Pengelolaaan keuangan oleh buruh harian masih belum efektif. Karna 
masih ada sebahagian dari buruh harian lepas masih berlebihan dalam 
pengeluaran. Dan masih belum efektifnya dalam hal menyisihkan sebagian 
upahnya untuk dijadikan tabungan masa depan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan 
beberapa saran untuk penelitian selanjutnya: 
1. Faktor- faktor yang digunakan untuk menguji penelitian Tingkat 
kesejahteraan ekonomi buruh hanya terbatas pada upah dan perilaku 
pengelolaan keuangan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa 
menambah faktor-faktor lain sebagai faktor mempengaruhi Tingkat 
kesejahteraan ekonomi buruh harian lepas. 
2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya sedikit dan terfokus 
pada buruh harian lepas PT. Putra Petapahan Bersaudara, selanjutnya bisa 
memperluas jumlah responden se kabupaten,  Provinsi atau Se-Indonesia. 
3. Bagi pihak perusahaan, perlu melakukan peningkatan mengenai upah/gaji. 
Upah/gaji merupakan faktor yang paling mempengaruhi kesejahteraan 
tenaga kerja. Jika upah/gaji tenaga kerja meningkat, mereka bisa 




kurang, seperti mengganti perabotan yang sudah tidak layak maupun 
membiayai sekolah anak-anak mereka. Hal ini dikarenakan perabotan yang 
kurang memadai dan kemampuan menyekolahkan anak merupakan faktor 
dari kesejahteraan tenaga kerja yang masih memiliki rata-rata skor rendah. 
Selain meningkatkan upah/gaji, pihak industri tetap harus meningkatkan 
dalam kesehatan tenaga kerja dengan memberikan fasilitas BPJS 
Ketenagakerjaan kelas 1. Jika seluruh tenaga kerja mendapatkan fasilitas 
BPJS Ketenagakerjaan kelas 1, mereka tidak akan khawatir lagi ketika 
mengalami sakit yang memungkinkan harus dirawat di rumah sakit. Hal 
ini dikarenakan rata-rata skor angka kesakitan tenaga kerja cukup tinggi 
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Saya adalah mahasiswa Program Pasca sarjana Universitas UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau yang sedang mengadakan penelitian mengenai PENGARUH UPAH 
DAN PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT 
KESEJAHTERAAN EKONOMI BURUH HARIAN LEPAS PADA PT. PUTRA 
PETAPAHAN BERSAUDARA KECAMATAN TAPUNG DITINJAU MENURUT 
EKONOMI SYARIAH 
Nama   : WAHYUNI 
NIM   : 21593205860 
Jurusan  : Ekonomi Syariah 
 
Saya bermaksud mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner ini 
yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan. Sehubungan dengan hal 
tersebut, saya mohon kesediaan dan partisipasi Saudara/Saudari agar berkenan 
mengisi kuisioner ini dengan lengkap, jujur, dan tanpa terpengauhi dari pihak 
manapun. Angket kuisioner ini semata-mata digunakan untuk kepentingan ilmiah, 
dimana kerahasiaan jawaban yang anda berikan dijamin sepenuhnya. Atas 











A. Identitas Responden 
1. Nama     :  
2. Jenis Kelamin   : 
3. Alamat   : 
4. Umur     
15-25 Tahun  
26- 45 tahun  
>45 tahun  
 
 
B. Petunjuk Pengisian  
1. Angket ini semata-mata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan 
tesis dan tidak ada pengaruh apapun terhadap Sdr/i. 
2. Mohon diisi dengan memberikan symbol X pada kolom yang tersedia 
dengan keterangan sebagai berikut : 
STS : Sangat Tidak Setuju     
TS : Tidak Setuju      
N : Netral    
S : Setuju     
  SS : Sangat Setuju     
 
















NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1 Upah yang diberikan sesuai dengan kontrak 
kerja saya di awal 
    
2 Saya suka dengan upah yang ditentukan 
oleh perusahaan 
    
3 Upah yang diberikan mencukupi kebutuhan 
hidup dan keluarga saya 
    
4 Upah yang diberikan membuat saya 
semakin semangat dalam bekerja 
    
5 Upah yang saya terima adalah dari 
pekerjaan yang halal 
    
6 Saya tidak akan menerima upah dari 
pekerjaan yang tidak saya lakukan 
    
7 Upah yang saya terima telah sesuai dengan 
standar kerja yang saya capai 
    
8 Saya mendapatkan upah  dari perusahaan 
sesuai dengan kinerja yang telah saya 
berikan 
    
9 Perusahaan menggunakan prosedur 
pembayaran upah yang baik 
    
10 Upah yang diberikan perusahaan 
meningkatkan produktivitas kerja saya 
    
11 Upah yang saya terima adalah besar 
melebihi upah minimum kota kab. Kampar 
    
12 Sering adanya pemberian bonus kepada 
saya atas pekerjaan saya yang sangat baik 






PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN (X2) 
 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1 Mendahulukan kebutuhan yang paling utama 
terlebih dahulu dalam anggaran belanja. 
    
2 Saya Selalu memberikan infak  atau sedekah 
setiap menerima upah atau gaji dari hasil 
kerja 
    
3 Saya selalu mendahulukan pengeluaran yang 
prioritas terlebih dahulu 
    
4 Menyusun anggaran pengeluaran dan belanja 
(harian, bulanan, atau tahunan) 
    
5 Saya dan keluarga selalu mengelola dengan 
baik dari pendapatan yang diterima setiap 
bulannya. 
    
6 Saya selalu Mencatat semua pemasukan dan 
pengeluaran sehari-hari. 
    
7 Saya selalu membayar tagihan (kewajiban 
bulanan,cicilan kredit,  listrik, air, kredit, 
paket internet tepat waktu 
    
8 Saya selalu rutin menyisihkan pendapatan 
setiap bulan untuk hari tua 
    
9 Saya selalu menyisihkan dana untuk berjaga-
jaga apabila ada keperluan mendadak 
     
10 Menabung rutin sangat penting bagi saya 
sebagai persiapan di masa yang akan datang  
    
11 Jika saya mengalami kebutuhan yang 
mendesak lebih baik menggadaikan barang 
dari pada berhutang 
    
12 Saya Mengikuti asuransi untuk menghindari 
risiko di masa depan. 





KESEJAHTERAAN EKONOMI BURUH  (Y) 
 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1 Kebutuhan saya selalu terpenuhi oleh 
pendapatan yang saya peroleh 
    
2 Penghasilan yang diberikan perusahaan lebih 
dari cukup, sehingga membuat saya tidak 
perlu mencari tambahan dari perusahaan lain 
    
3 Saya Menerima bonus berupa insentif setiap 
bulannya 
    
4 Semua anak anak saya melanjutkan sekolah      
5 Sering diberi bantuan pendidikan untuk anak-
anak saya oleh pihak sekolah 
     
6 Rumah yang saya tempati adalah milik 
sendiri 
    
7 Bangunan rumah saya terbuat dari dinding 
batu 
    
8 Perusahaan menyediakan jaminan 
keselamatan dan kesehatan untuk para pekerja 
    
9 Saya dan keluarga Memiliki tabungan yang 
digunakan untuk jaminan di masa yang akan 
datang 
    
10 Hobi yang dimiliki keluarga dapat tersalurkan      
11 Saya dan keluarga Memiliki beberapa pakaian 
untuk kegiatan yang berbeda-beda 
    
12 Saya Selalu mendapatkan informasi dari 
berbagai sumber (TV, Koran, Internet, dll) 




















































Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Penulis bernama Wahyuni yang lahir pada tanggal 
08 April 1993 di Petapahan, Kecamatan Tapung Kabupaten 
Kampar. Penulis merupakan anak kelima dari enam 
bersaudara dari ayah yang bernama Rusli dan  ibu bernama 
Siti Rohima.  
Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai 
berikut, tamat Pendidikan Sekolah Dasar pada SD No. 001 Petapahan Kecamatan 
Tapung pada tahun 2005. Tamat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada 
Mts At-Taufiq Petapahan Kecamatan Tapung tahun 2008. Tamat Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas pada MA At-Taufiq Petapahan selam 2 Tahun, dan pada 
MA Muallimin Muhammadiyah Bangkinang pada tahun 2011. Kemudian pada 
tahun yang sama penulis Melanjutkan Pendidikan S1 di UIN SUSKA Riau 
Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Alhamdulillah di Wisuda 
pada bulan Agustus 2015. 
 Dan dapat kembali melanjutkan program Magister pada UIN SUKSA Riau 
pada September 2015 dan kini Penulis telah menyelesaikan Tesisnya dengan judul 
“Pengaruh upah dan perilaku pengelolaan keuangan terhadap tingkat 
kesejahteraan ekonomi Buruh Harian Lepas pada PT.Putra Petapahan Bersaudara 
Kecamatan Tapung Ditinjau menurut Ekonomi Syariah”. Semoga hasil dari 
penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. 
Amin yaa rabbal ‘alamin . . . . . . . 
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb  
